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MOTTO 

 

دَانوِِ أوَْ كُلُّ مَىْلىُْدٍ يىُْلدَُ عَلىَ الْفطِْرَةِ، فأَبَىََاهُ  يهَُىِّ

رَانوِِ  سَانوِِ أوَْ ينُصَِّ  يمَُجِّ

 

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua 

orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau 

Nasrani.” 
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ABSTRAK 

 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 

45/PUU-VIII/2010 “Anak yang lahir di luar pernikahan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut rumusan 

hukum fiqh, anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan 

nasab dengan ibunya. Namun setelah adanya putusan dari 

Mahkamah Konstitusi yang mengataka bahwa anak diluar nikah 

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga 

menimbulkan permasalahan hukum baru,  Dari paparan di atas 

maka ada perbedaan makna anatara hubunga Perdata dan hubungan 

nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan 

Bahtsul masail waqi’ah. Dalam hasil putusan Bathsul Masail 

Waqiiyah mengatakan bahwa keputusan MK tidak sepenuhnya 

bertentangan dengan rumusan hukum fikih. Menurut rumusan 

hukum fikih anak yang lahir di luar nikah secara hukum positif 

hukumnya tafshil (terperinci). Dari latar belakang masalah tersebut 

penulis merumuskan rumusan masalah sebagi berikut: pertama, 

bagaimana sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terhadap 

status dan hak anak di luar nikah dalam Bathsul Masail Waqiiyah 

Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB. Kedua, bagaimana 

Istimbath hukum mengenai status dan hak anak yang lahir di luar 

nikah dalam putusan tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum library reseach, yaitu penelitian 

kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai penelitia normatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan 

menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala 

maupun fenomena melalui penelusuran sumber pustaka.Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Data yang diperoleh dengan induktif, kemudian digeneralisasikan 

serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif 

berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun, selanjutkan 

dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. 
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Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, 

Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan Konbes NU 

NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap Putusan  MK No. 

46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, 

sudah sesuai dengan rumusan fiqh, Jika dinikahi secara syar‟iy 

yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentua syarat dan rukunnya 

maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah. Kedua, dalam 

pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode ilhaqi 

yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum 

dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau 

menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu 

ijtihad dalam bathsul masail bukan merupakan pengertia ijihad 

dalam usul fikih. 

Kata Kunci: Anak Di Luar Nikah, Bathsul Masail Waqiiyah, 

Nasab 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas 

segala nikmat dan hidayah serta taufiqnya yang diberikan pada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “ STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 

BATHSUL MASAIL WAQI‟IYAH MUNAS ALIM ULAMA 

DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 2017 TENTANG 

STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH”.  

Anak di luar nikah dapat diartikan sebagai anak yang di 

lahirkan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah 

menurut hukum dan adama. Artinya secara hukum anak tersebut 

lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan bahwa anak di luar nikah memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagaia ayahnya yang dapat dibuktikkan berdasarjan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya. Menurut hukum fikih, anak yang lahir di 

luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga 

ibunya, namun setelah adanya putusan dari MK yang mengatakan 

bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya sehingga menimbulakan permasalah hukum baru. 

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perbedaan 

makna hubungan perdata dengan hubungan nasab dalam putusan 
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Bathsul Masail Waqi‟iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 

NTb, 23-24 November 2017 tentang status dan hak anak di luar 

nikah. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha 

mengungkapkan sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa 

Tenggara Barat terhadap status dan hak anak di luar nikah. Serta 

istimbat hukum yang digunakan dalam Bathsul Masail tersebut. 

Pada kesempatan ini penulis sekaligus mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain 

kepada Drs. H. Abu Hapsin. M.A., Ph.D. selaku Pembimbing I, Ibu 

Hj. Latifah Munawaroh, L.C., M.A. selaku selaku pembimbing II, 

yang telah memberikan waktu, memberi bimbingan dan 

pengarahan sehingga skripsi ini selesai, Segenap Bapak dan Ibu 

Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 

yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.Keduaorang tua penulis, Bapak 

Drs. Kasirun Hadi dan Ibu Siti Khotimah yang tidak henti-hentinya 

memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do‟a tulus 

guna kelancaran penulis dalam mencari Ilmu selama ini, KH. 

Abbas Masrukhin beserta Ibu Nyai Maemunah selaku Pengasuh 

Pondok Pesantren Al Ma‟rufiyyah yang telah membimbing dan 

memberikan pelajaran serta nasihat kepada penulis, Segenap santri 

putra dan putri Pon-Pes Al Ma‟rufiyyah khususnya teman-teman 

angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang 

selalu menemani penulis dalam berjuang menimba Ilmu di Kota 

Semarang,Segenap keluarga IMAKE Rayon Walisongo Semarang 
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yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, terkhusus 

Alvina Salsabilayang telah mewarnai hari-hari selama di 

Semarang, Segenap teman-teman Hukum Keluarga A 

2015,Keluarga KKN Mandiri Inisiatif Terpadu VII posko 7 

Keluaran Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu disini namun kalian membawa 

banyak warna dan pelajaran serta pengalaman baru bagi penulis, 

serta Semua pihak yang terkait yang telah membantu yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas 

segala yang telah mereka berikan pada penulis. Amin.  

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap 

adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian 

selanjutnya.   
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam 

skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987. 

Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

Dilambangkan 

Tidak 

Dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S a S  Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 a   Ha (dengan titik di  ح

atas) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 al   Zet (dengan titik  ذ

di atas) 

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 ad   Es (dengan titik di  ص

bawah) 

 ad   De (dengan titik di  ض

bawah) 

 a   Te (dengan titik di  ط

bawah) 

 a   Zet (dengan titik  ظ

di bawah) 

 Ain _ apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N Ea ن

 Wau W We و

 Ha H Ha (dengan titik di ه

atas) 

 Hamzah _' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti 

vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah 

atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

 

Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 at ah A A  ا َ

 Kasrah I I اَ 

 ammah U U  ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

يَ   at ah dan  ى 

Ya 

Ai A dan I 

وَ   at ah dan  ى 

Wau 

Au A dan U 
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Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 

yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

أ...َ يَ  َ  at ah dan Alif 

atau Ya 

  a dan garis di 

atas 

ي  َ Kasrah dan Ya   i dan garis di 

atas 

و  َ  ammah dan 

Wau 

  u dan garis di 

atas 

 

             

Transliterasi untuk ta ma   t ah ada dua, yaitu: ta 

marb t ah yang hidup atau mendapat harkat  ath ah, kasrah, 

dan   ammah , transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta 

ma   t ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ma   t ah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al  serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta ma   t ah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h).  
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Syaddah (        ) 

Syaddah atau tasyd  d yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd  d (  َ ا  ), dalam 

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf  ى bertasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (    َ َىَا  maka ia ditransliterasi ,( ا 

seperti huruf maddah (  ). 

 

Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf (alif lam ma„arifah) . Dalam 

pedoman transliterasi ini, kata sandang  ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

 

Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir 

kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 

adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam 

bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 

 (الله)        -        

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf 

jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu     ilaih 

(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta ma   t ah di akhir kata yang disandarkan 

kepada  a     l- al lah, ditransliterasi dengan huruf [ t ]. 

 

Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf 

kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut 

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
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pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Perkawinan  disebut juga “pernikahan”, berasal 

dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasuk-masukan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wathi).
1
 Tujuan nikah menjaga nasab agar tetap 

bersih.
2
 Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah 

ajaran islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang 

dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian 

nasab.
3
 

Nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang 

kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang 

bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. 

Adapaun pengertian nasab secara terminologi yaitu keturunan 

atau kerabat. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan 

keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 

2008), hlm. 7. 
2
 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat (Duta Grafika, 1989), hlm. 7. 

3
 M. Nurul Irfan, Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam 

(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 7. 
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darah ke atas (bapak, kakek, ibu nenek dan seterusnya), ke 

bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping 

(saudara, paman, bibi, dan lain lain). Pada dasarnya definisi 

nasab secara syara sudah bersifat Jami’ dan mani’, artinya 

sudah dapat mencakup dan mewakili  semua aspek yang ada 

didalamnya. Seperti yang diuraikan Esiklopedia Hukum Islam 

dengan menanmbahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya 

dibentuk melalui pernikahan yang sah saja, melainkan juga 

melalui perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara 

syubhat.
4
 

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan 

bahwa nasab seseorang  kepada ibunya terjadi dengan sebab 

kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan 

dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan 

berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan 

gelap, samen leven, perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan 

nasab anak dengan ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan 

memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama 

melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang 

fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan 

ketiga, melalui hubungan badan secara syubhat.
5
 

                                                           
4
Ibid., hlm. 25-26.  

5
Ibid., hlm. 61. 
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Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas 

dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur 

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Ayat (2)menyatakan: 

 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undanganyang berlaku”.Dalam versi 

Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur 

dalam Pasal 5 dan 6.Namun karena pencatatan 

perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di 

bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan”. 

 

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

“pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon 

galodhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

 

Pasal 3,  

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

(tenteram, cinta dan kasih sayang)”. 
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Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan 

istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi 

dengan menggunakan term-term Qur’ani seperti mitsaqon 

ghalidhon, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan,  

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 

Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan.
6
 

Menurut pandangan para ulama klasik, status anak 

dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya pada ibunya, 

meski mereka menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya.Hal ini dikaitkan dengan pendapat ulama 

yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah 6 bulan 

setelah perkawinan ibunya, anaktersebut dapat diingkari oleh 

bapaknya dan nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada 

bapaknya. Dari pandangan fikih ini dapat dijelaskan bahwa 

masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir dari wanita 

yang hamil di luar nikah diakui kenasabannya kepada 

                                                           
6
 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2015), hlm. 51. 
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bapaknya, jika wanita menikah dan ia melahirkan anaknya 

setelah mereka menikah lebih dari 6 bulan.
7
 

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi 

menetapkan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau 

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang 

menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 

1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) 

yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

                                                           
7
 Asep Saefudin Jahar, &Euis Nurlaelawati, HUKUM 

KELUARGA PIDANA DAN EKONAMI, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 51. 
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menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya”.
8
 

Anak diluar nikah dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya 

secara hukum anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam 

persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan 

bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan 

hukum. Asumsi Mahkamah Konstitusi adalah, hukum harus 

memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak 

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. 

Oleh karena itu. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusannya sebagai berikut:  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibukitkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah temasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya”. 

                                                           
8
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010. 
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Anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat. Maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam ( KHI ). Menurut KHI, anak angkat adalah anak 

yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan 

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan Pengadilan. 

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui 

untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip 

pokok dalam kewarisan adalah hubungan 

darah/nasab/keturunan sebagai solusinya menurut Kompilasi 

Hukum Islam adalah dengan jalaan pemberian “Wasiat 

Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan 

orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 

maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 

dari harta warisan orang tuaangkatnya.
9
 

 

Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar 

nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.Namun 

                                                           
9
 Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq’iyah Munas Alim Ulama 

Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017. 
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setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang 

mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan 

perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan 

permasalahan hukum baru. Dari paparan di atas maka ada 

perbedaan makna anatara Hubunga Perdata dan Hubungan 

Nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan 

Bahtsul  masail waqi’ah. 

Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti lebih lanjut 

mengenai status dan hak anak di luar nikah  baik memahami 

secara fiqh dan hukum positif. Untuk itu penulis mengambil 

judul, “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 

BAHTSUL MASAIL WAQI’IYAH MUNAS ALIM 

ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 

2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR 

NIKAH”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat 

ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Status dan Hak Anak dalam Putusan Bahtsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB 23-24 November 2017. 

2. Bagaimana Istimbat Hukum Mengenai Status Dan Hak 

Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Putusan Btahsul 
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Masail Waqi’uah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB 23-24 November 2017. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan bagaimana status dan hak anak di luar 

nikah Dalam Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas 

Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 

2017. 

2. Untuk menjelaskan metode Istimbat Hukum dalam 

putusan status dan hak anak di luar nikah dalam 

Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama 

Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017. 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan 

dengan Hukum keluarga. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi 

pemahaman baru tentang status dan hak anak diluar nikah 

dalam pandangan hukum perdata dan fikih Serta dijadikan 
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referensi atau acuan dalam masalah-masalah status dan 

hak anak diluar nikah. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak 

lain adalah membedakan penelitian terdahulu sama atau tidak 

dan untuk menghindari plagiasi. Berdasarkan penelusuran 

penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun 

lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi 

(2011) dengan judul “Status Anak Diluar Nikah (Studi 

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 

408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar 

Nikah)”.Hasil dari penelitian ini Majelis hakim mengabulkan 

permohonan Pemohon, menetapkan anak bernama Ramdhani 

Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada tanggal 13 November 

2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon yang 

bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan 

Termohon yang bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad 

Zair berdasarkan pengakuan Pemohon, dengan pertimbangan 

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 

Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka 
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perlindungan dan ke-maslahat-an anak yang telah terjadi 

proses pembuahannya di luar nikah.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Srijunida 

(2015) dengan judul skripsi “Status Anak Luar Kawin 

Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi”dengn hasil penelitian Anak yang lahir 

diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri 

yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan 

kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan 

ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak 

alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami 

(genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardian warista 

Wardana (2015) denga judul skripsi “Tinjauan Yuridis 

Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak 

Sah”dengan hasilPasca putusan MK mengenai Pasal 43 ayat 1 

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat 

                                                           
10

 Alfian Qodri Azizi, Skripsi Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 

2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah), (fakultas syariah 

Iain Walisongo Semarang), 2011 

 
11

 Wilda Srijunida, Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi 

Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, ( Fakultas Syariah Dan 

Hukum Uin Alauddin Makassar ), 2015 
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kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang 

melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil 

majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada 

keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak 

dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan 

perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus 

menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 

declaratior constitutief yang artinya menegaskan bahwa Pasal 

43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 

1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum 

baru tentang permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak 

luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, 

termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

menyebutkan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri”.
12

 

Jurnal Ilmu Hukum, yang dibuat oleh Seminarkan 

dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum 

Dan Setelah Putusan Mahkmaah Konstitusi 

Nomor46/Puu/Vii/2010” kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu 

Menurut pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum judicial 

                                                           
12

 Ardian Warasta Wardana, Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar 

Kawin Menjadi Anak Sah, Universitas muhamadiyah Syrakarta), 2015. 
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review, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya dan bukan anak dari ayah bilogisnya. Hubungan 

perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya 

melaluitindakan pengakuan dengan persetujuan 

ibunya.Menurut pasal 43 ayat (1) setelah judicial review, tidak 

diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan 

perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK 

tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak 

sah.Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya 

dapatmembuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah 

biologisnya.
13

 

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan diatas 

adalah fokus membahas hasil putusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB 23-24 

November 2017 mengenai Status dan Hak Anak Yang Lahir 

Di Luar Nikah. 

  

                                                           
13  Muchammad Fajar Nur Saputra - A01112223, “  Kedudukan Anak 

Luar Kawin Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/Puu-Viii Tahun 2010,” Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa 

S1 Prodi Ilmu Hukum Untan (  Vol 4, No 3 (2016) 

 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/issue/view/577
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library reseach 

yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai 

penelitian hukum normatif.
14

 Penelitian ini merupaka 

penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan 

sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun 

fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.
15

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh alim ulama 

dalam putusan status dan hak anak di luar nikah Bahtsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

Ntb  23-24 November 2017. 

2. Sumber Data Dan Bahan Hukum 

Sumber data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data skunder yang faktual dan dapat 

dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

                                                           
14

Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif, 

(Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14. 
15

 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek, 

(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13. 
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peneliti dari objek penelitiannya.
16

 Yaitu data-

data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan 

masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang 

dimaksud antara lain: Al-Qur’an, buku-buku 

karangan ilmiah, perundang-undangan, dan 

sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang diajukan. Antara lain: 

a) Bahan hukum Primer, meliputi 

1. Hasil keputusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan 

Konbes NU NTB, 23-24 November 

2017. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  

48/PUU-VIII/2010. 

3. Kompilasi Hukum Islam 

3. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum prime, yang terdiri dari buku-buku, 

jurnal, makalah dan tulisa yang terkait. 

4. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan ang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tehadap bahan hukum primer dan bahan 

                                                           
16

 Ibid. 
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hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain 

sebagainya. 

3. Teknik Pengempulan Data 

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan 

menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan 

dengan tema kajian.
17

Di antaranya dokumen yang penulis 

gunakan adalah Hasil Keputusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 

tahun 2017. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau 

pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan 

tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang 

bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan 

mendukung pembuatan keputusan.
18

Analisis data 

dilakukan secara Kualitatif.Data yang diperoleh dengan 

metode Induktif, kemudian digeneralisasikan serta 

                                                           
17

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

Komunikasi, ekonomi & kebijakanp ublik serta Ilmu sosial lainnya, (Jakarta : 

Kencana prenada Media grup), hlm. 144. 
18

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253. 
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dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif 

berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun. 

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bagaimana istimbat hukum para alim ulama dalam 

memutus status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim dan Konbes NU di Nusa 

Tenggara Barat. 

5. Langkah-langkah analisis data 

a. Reduksi Data, Maksud dari reduksi data adalah 

kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan 

memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-

data yang kita dapatkan dari sumber data melalui 

beragam teknik pengumpulan data yang kita 

lakukan. 

b. Display Data adalah menyajikan data kualitatif 

menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan 

dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, 

chart, dan network. Ketika pola-pola yang 

ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan 

didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola 

bakuyang selanjutnya dapat disajikan dalam 

laporan akhir penelitian misalnya skripsi. 
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c. Kesimpulan dan verifikasi, Langkah terakhir dalam 

analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles 

& Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis 

data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian 

proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi 

maksudnya peneliti meninjau kembali atau 

mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia 

peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap 

data tersebut. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar 

lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, 

maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Di bab ini memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penulisan 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH 

DAN AKIBAT HUKUMNYA 

Dalam bab ini memberika penjelasan tentang 

status hak anak di luar nikah dan akibat 

hukumnya. Meliputi pengertian anak, status 
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dan kedudukaan anak (anak sah, anak luar 

kawin) dan Nasab. 

BAB III : PUTUSAN BATHSUL MASAIL 

WAQI’IYAH MUNAS ALIM ULAMA 

DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS 

ANAK DI LUAR NIKAH 

Dalam bab ini menjelaskan sejarah bathsul 

masail, manhaj bathsul masail dan isi putusan 

bathsul masail waqiiyah. 

BAB IV : ANALISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL 

WAQI’IYAH MUNAS ALIM ULAMA 

DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS 

ANAK DI LUAR NIKAH 

Bab ini penulis menjelaskan analisis tentang 

status dan hak anak di luar nikah, istimbat 

hukum alim ulama dalam keputusan bahtsul 

masail waqi’iyah munas alim ulama dan 

konbes NU NTB, 23-24 November 2017. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisi 

bab sebelumnya kemudian saran dan penutup. 
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BAB II 

STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT 

HUKUMNYA 

 

A. PENGERTIANANAK 

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang 

memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain 

tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. 

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang 

terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya 

antara lain sebagai berikut:  

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:  

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang ' 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena 

dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 

asasi anak merupakan bagian dan' hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
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pedindungan dan' tindak kekerasan dan diskriminasi 

serta hak sipil dan kebebasan”. 

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia 

secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-Iaki sebagai 

ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara 

biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki 

orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi 

si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya. 

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan 

antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan 

benih dari seorang Iaki-Iaki yang disebut spermatozoa, yang 

kemudian menyatu menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin 

dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia 

(bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir 

kedunia tanpa ada peran dari seorang Iaki-iaki yang telah 

menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, 

sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan 

ibu kandungnya. Namun tidak demikian dalam pandangan 

hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa 

keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua 

sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam 

ketentuanUU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa 

disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar 

kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang 

tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih 
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ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang 

tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki 

ayah maupun ibu secara yuridis. 

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang 

dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat 

digolongkan menjadi: 

1) Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut 

hukum agama maupun hukum negara, maka ketika 

lahir si anak akan menyandang predikat sebagai 

anak yang sah. 

2) Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik 

menurut hukum agama maupun hukum negara, 

maka ketika lahir si anak akan menyandang 

predikat sebagai anak tidak sah (anak luar 

kawin).
19

 

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 
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 Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar 

Kawin,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hlm.4-7. 
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potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 

negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

 Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana 

diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami 

secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia 

dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan 

berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya 

definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, 

misalnya: 

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan 

usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun 

bagi laki-laki. 

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah 

kawin. 
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3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

mendefiniskan anak adalah orang yang dalam perkara 

anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum 

mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

membolehkan usia bekerja 15 tahun. 

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak 

Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi 

anak: 

“Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, 

kecuali menurut undang-undang yang bertaku pada anak, 

kedewasaan dicapai lebih awal”. 

Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah 

lahir UU Perlindungan anak yang dalam strata hukum 

dikategorikan sebagai lex specialiist, semua ketentuan 

lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk 
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kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan 

hak anak.
20

 

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 

angka 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia l8 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  

 

Pasal 330 ayat (1) KUHPer 

“seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut 

umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang 

tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. 

 

Menurut islam anak adalah manusia yang belum 

mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa 

ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai 

dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak 

berapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai 

anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. 

Klasifikasi anak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Anak kandung 

Anak kandung berati anak sendiri yakni anak yang 

dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah 

berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Anak 

kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap 

keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, 

pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti 

anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Setelah anak itu 

dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri. 

b. Anak angkat 

Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan 

bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan 

sebagai anak sendiri. Pemindahan ini bukan hanya 

pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan 

dengan seluruh konsekwensinya. Ini sama dengan 

pencurian dan pemalsuan hanya menggunakan istilah dan 

cara yang berlainan. 

c. Anak susu 

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari 

seorang wanita tertentu. Kebiasaan penyusuan yang 

demikian rupa diterima oleh islam, karena banyak 

manfaatnya. Sang ibu kandung tidak wajib menyusukan 

anaknya sekalipun tidak ada penderitaan tertentu atau 

sebab yang jitu. Sang ibu adalah manusiaisteri yang 
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diperlukan oleh suami dan menyiapkan diri untuk 

meladeni kepentingan pribadinya. 

d. Anak pungut 

Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimanapun 

juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari 

kesengsaraan dan kehancuran  pribadinya.
21

 

 

B. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK 

A. Anak sah 

Di Negara Indonesia, masalah status anak sah ini 

terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. 

Hal ini dapat diketahui bahwa karena pluralisme suku 

bangsa, terutama dari segi hukum agama dan adat 

kebiasaan, maka tentunya kententuan hukum yang berlaku 

juga berbeda. Ada tiga hukum yang masih berlaku, yaitu 

hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat sebagai 

hukum yang tidak tertulis yang masih tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia.
22

 

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah 

adalah pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

yang sah; kedua, anak yang dilahirkan seebagai akibat 
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 Rokhmadi, Status Anak di Luar Perkawinan, (Semarang: 2012), 21. 
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perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak 

dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.
23 

Jika mencermati pasal 42 tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa di dalam pasal tersebut masih memberi 

toleransi hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan 

yang sah, meskipun jarak antara perkawinan orang tuanya dan 

kelahiran anaknya kurang dari batas waktu minimal usia 

kandungan minimal 6 bulan. Jadi, selama bayi yang di 

lahirkan pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, 

maka anak tersebut adalah anak sah.
24

 

Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam 

Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-

Undang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui UU 

Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak 

yang sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai 

kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Ketentuan 

dalam Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi: 

a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, 

yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan 

yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil; 
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b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang 

sah. yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah 

perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian 

orangtuanya bercerai.
25

 

Sedangkan berdasarkan teori para doktrinal anak sah 

memiliki pengertian antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan 

anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan 

yang sah menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. 

b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak 

adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah 

atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang 

anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita 

yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang 

mengawini ibunya yang membenlhkan anak tersebut 

adalah ayahnya. 

c. Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam 

suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah 

mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan 

dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah 

bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang 

melahirkannya beradadalam ikatan perkawinan yang 

sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap 
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anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang 

melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan 

dengan seorang pria. 

d. Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa 

dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari 

tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami 

itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.
26

 

Menurut Fikih Islam, menganut pemahaman yang cukup 

tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak 

ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan 

anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-

Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah 

adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan 

yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) 

yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. 

 

Secara implisit al-Qur'an, 23/ 5-6 menyatakan: 

وجِهِم ۡ  موَٱلَّذِينَ ى   ر  فِظ ونَ  ۡ  لِف  جِهِمۡ  أزَ ۡ  إِلََّّ عَلَىَٰ  ٥حََٰ مَا  ۡ  أَو ۡ  وََٰ
مۡ  أَي ۡ  مَلَكَت ه  ن   م ۡ  مََٰ ه  ن َّ ر  مَل ومِينَ ۡ  غَي ۡ  فإَِ (QS Fatir [23]: 5-

 

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, 

maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” 
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Selanjutnya di dalam surah al-Isra', 17/ 32 juga 

dijelaskan:  

ۡ  رَب واْ ٱلزِّنَىَٰ ۡ  وَلََّ تَق -QS al)٢٣اۡ  ءَ سَبيِلۡ  وَسَا ۡ  كَانَ فََٰحِشَة  ۥإنَِّو   ۡ 

Isra [17]: 32)

“Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah 

perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. “ 

 

Larangan-larangan al-Quran di atas, tidak saja 

dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, 

tetapi yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk 

dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya 

adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah SWT 

tersebut.
27

 

Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan 

anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka 

dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, 

untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an 

menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan 

mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga 

Al-Qur'an mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si 

anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini 

dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut 

kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, 
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tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya 

yang mampu. Firman Allah: 

ت  ي رۡ  وَٱل۞ لِدََٰ أَراَدَ  ۡ  لمَِن ۡ  نِ ۡ  نِ كَامِلَيۡ  لَيۡ  لََٰدَى نَّ حَوۡ  نَ أَوۡ  ضِعۡ  وََٰ
وَكِسۡ  رِز ۥل ودِ لوَ  ۡ  مَوۡ  وَعَلَى ٱل ۡ  أَن ي تِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ  نَّ  ه  نَّ ۡ  ق   ه  ت   وَ

لِدَة  رَّ ۡ  لََّ ت ضَا ۡ  عَهَاۡ  سٌ إِلََّّ و سۡ  لََّ ت كَلَّف  نَف ۡ  ر وفِ ۡ  مَعۡ  بٱِل  ۡ  وََٰ
أَرَادَا  ۡ  فإَِن ۡ  ل  ذََٰلِكَ ۡ  وَارِثِ مِثۡ  وَعَلَى ٱل ۦ بِوَلَدِهِ  ۥلَّو   ۡ  ل ودۡ  بِوَلَدِىَا وَلََّ مَو

رَاض تَ  نَاحَ عَلَي ۡ  ى مَا وَتَشَاو رۡ  مِّن ۡ  فِصَالَّا عَن   ۡ  وَإِن ۡ  ىِمَاۡ  فَلََ ج 
دَك مۡ  اْ أَوۡ  ضِع وۡ  تَرۡ  أَن تَس ۡ  أَرَدتُّم نَاحَ عَلَي ۡ  لََٰ إذِاَ  ۡ  ك مۡ  فَلََ ج 
واْ ٱللَّوَ وَٱع ۡ  ر وفِ ۡ  مَعۡ  ت م بٱِلۡ  ءَاتَي ۡ  ت م مَّاۡ  سَلَّم ق  ت َّ اْ أَنَّ ٱللَّوَ ۡ  لَم وۡ  وَٱ

  ٣٢٢ ۡ  مَل ونَ بَصِيرۡ  بِمَا تَع
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]:133) 

 

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan 

bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban 

yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan 
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ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, 

bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang 

bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk 

membayar perempuan yang menyusui secara makruf. 

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan 

anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut 

Muhmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip diatas, Al-

Quran menjelaskannya secara eksplisit (sharih) tentang 

tanggung jawab seorang ayah.
28

 

 

B. Anak Di Luar NIkah 

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan 

adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anakyang lahir 

sebagai akibat zina dan/atau li’an, hanya mempunyai 

hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya 

menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya 

pemahaman kaum syi’ah, anak yang tidak mempunyai 

hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang 

melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris 

dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara 
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Republik Indonesia tempak pemberlakuan berbagai sistem 

hukum.
29

 

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) 

golongan, yaitu: 

1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita yang salah satu atau keduanya terikat 

dengan perkawinan lain; 

2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari 

hubungan antara seorang pria dengan seorang 

wanita yang menurutundang-undang tidak 

diperkenankan melakukan perkawinan satu sama 

lain; 

3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan,tetapi kedua orangtuanya tidak terikat 

dengan perkawinan lain. 

Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak 

semuanya dapat memperoleh harta warisan dari 

orangtuanya.Hanya anak alami saja yang dapat 

memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan 

khusus melalui lembaga pengakuan.Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengenai anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan atau anak luar kawinmengenal 
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lembagapengakuan dan pengesahan anak.Lembaga 

pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata 

yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang 

dilakukan terhadap seorang anak luarkawin, timbullah 

hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau 

ibunya.Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibumya dan keluarga ibunya.
30

 

Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 mengatur 

tentang Asal-usul Anak dalam Pasal 42, 43, dan 44. 

Memerhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi 

toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam 

perkawlnan yang sah. meskipun jarak antara pernikahan 

dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia 

kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung Itu lahir 

pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka 

anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak 

mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam 

pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. 

Dalam Kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang 

diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 102 

Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia 
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bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk 

menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya. 

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang 

lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari 

sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa 

istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang 

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada 

Pengadilan Agafna. 

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu 

tersebut tidak dapat diterima. 

Batasan 180 hari atau 6 bulan diatasnya ternyata tidak 

menjelaskan batas minimai usia kandungan, demikian 

juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi 

dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu 

untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. 

Al-Qur'an memberi petuniuk yang jelas tentang masalah 

ini. 

Batas minimai usia bayi dalam kandungan adalah 6 

bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. 

Ketentuan ini diambil dari firman Allah: 

لِدَيۡ  ناَٱلۡ  وَوَصَّي نَ بِوََٰ نااۡ  هِ إِحۡ  إنِسََٰ ر  ۥه  أ مُّو  ۡ  حَمَلَت ۡ  سََٰ ا ۡ  هۡ  ك 
ل و   ۥل و  ۡ  وَحَم ۡ  اۡ  هۡ  ه  ك رۡ  وَوَضَعَت ث ونَ شَو ۥوَفِصََٰ لََٰ إذِاَ  ۡ  حَتَّىَٰ  ۡ  رااۡ  ثَ 
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غَ أَش دَّه   لَ غَ أَر ۥبَ  لَ بَ   ۡ  أَن ۡ  نِيۡ  زعِۡ  قاَلَ رَبِّ أَو ۡ  بعَِينَ سَنَةۡ  وَ
لِدَيَّ وَأَنۡ  عَمۡ  أَن ۡ  مَتَكَٱلَّتِيۡ  نِع لِحۡ  أَع ۡ  تَ عَلَيَّ وَعَلَىَٰ وََٰ ا ۡ  مَلَ صََٰ
ۡ  يَّتِيلِي فِي ذ رِّ  ۡ  لِحۡ  ضىََٰو  وَأَصۡ  تَر كَ وَإِنِّي مِنَ ۡ  ت  إِلَيۡ  إِنِّي ت ب ۡ 

  ٥٥لِمِينَ ۡ  م سۡ  مِنَ ٱل
15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 

baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 

mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila 

dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun 

ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah 

diri" (QS Al-Ahqof: 15) 

 

لِدَيۡ  ناَٱلۡ  وَوَصَّي نَ بِوََٰ  ۡ  نۡ  ناا عَلَىَٰ وَهۡ  وَه ۥه  أ مُّو  ۡ  هِ حَمَلَتۡ  إنِسََٰ
ل و   لِدَي ۡ  ك رۡ  نِ أَنِ ٱشۡ  فِي عَامَي ۥوَفِصََٰ   ٥١مَصِير  ۡ  كَ إِلَيَّ ٱلۡ  لِي وَلِوََٰ

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.(QS Luqman [31]:15) 

 

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui 

para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan 

bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 

30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya 
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setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan 

waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi 

membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di 

dalam kandungan. 

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang darl enam 

bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada 

bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. 

la hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan 

keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).
31

 

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah 

bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) 

yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak 

mendapatkan batu”. (HR. Muslim) 

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari 

berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa 

pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap 

sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah 

biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak 

adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan 

sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana 

lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu 

berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib 

memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, 
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bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” 

kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, 

serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam 

pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara 

keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat 

Islam. 

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai 

wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad 

nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu 

Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat 

bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula 

mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. 

Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak 

ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh 

Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai 

hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa 

menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat 

hubungan keharaman. Berkaitan dengan status anak zina 

sebagaimana uraian di atas, lbnu Hazm berpendapat 

bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya 

melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, 

alasannya adalah tindakan Rasulullah  yang 

menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di-

li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab 

kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun 
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haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Hal ini hanya 

nasab anak kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah 

kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama 

terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak 

luar nikah bisa dipahami. Putusan MK itu dikeluarkan 

pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 atas uji materi 

UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: 

“anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga 

ibunya dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan 

UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”. 

Selain beberapa faktor sebagai akibat hukum 

perbuatan zina di atas, An-Nawawi dalam uriannya 

tentang iddah mengatakan bahwa apabila ada seorang 

lelaki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina 

itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 

'iddah itu mempunyai tujuan untuk memelihara 

kemurnaian nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina 

tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan 

anak yang lahir akibat perzinaannya.
32
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Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat 

memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika 

orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Pasal 272 

dan Pasal 28Q KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari 

perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh 

perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka 

bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah 

melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu 

atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta 

perkawinannya sendiri. 

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, 

tenahir/ah hubungan perdata antara anak itu dengan 

ayah atau ibunya”. 

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata 

yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan 

darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk 

mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini 

sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH 

Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat 

dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak 

dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH 

Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan 

mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur 
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berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli 

warisnya yang sah menurut undang-undang. 

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua 

biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris 

bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat 

menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap 

anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada 

ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadinya pengakuan 

lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia 

tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunannya yang 

sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan 

si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah 

dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, 

maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing-

masing setengahnya. Hal ini dapat kita temukan dalam 

ketentuan Pasal 870 KUH Perdata yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa 

meninggalkan keturunan dan suami atau isteri jatuh 

ketangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi 

pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua 

masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh 

kedua-duanya.  

Sedangkan dalam hal anak luar kawin yang meninggal 

tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri, 
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dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula 

meninggal lebih dulu, maka barang-barang yang telah 

diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila 

masih benNuiud harta peninggalan jatuh kembali 

ketangan keturunan sah dari ayahnya atau ibunya, hal itu 

berlaku pula bagi hak-hak si mati untuk menuntut kembali 

sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga 

pembeliannya masih terhutang. 

Oleh karena pada asasnya hubungan hukum itu hanya 

terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) 

yang telah mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut 

tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, 

baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si ibu yang 

mengakuinya, sehingga selain dari mereka itu tidak 

terpaut hubungan keperdataan dengan si anak. Bagi 

anggota keluarga yang lainnya si anak adalah orang lain, 

oleh karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas 

warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, 

begitulah kira-kira makna yang dapat kita simpulkan dari 

ketentuan Pasal 872 KUH Perdata.
33
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C. NASAB 

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, 

yaitu  apabila terdapat kalimat  berarti 

 memberikan ciri-ciri menyebutkan keturunannya. 

Kata nasab adalah bentuk tungal yang bentuk jamaknya bisa 

nisab, seperti kata  menjadi  dan juga nusab, seperti 

kata  menjadi . Di samping itu bentuk jamak dari nasab 

adalah ansab sebagimana firman Allah: 

ورِ فَلََ  مۡ  أنَسَابَ بَي ۡ  فإَِذَا ن فِخَ فِي ٱلصُّ وَلََّ  ۡ  مَئِذۡ  يَو ۡ  نَ ه 

سَا   ٥٠٥ءَل ونَ ۡ  يَ تَ

101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi 

pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada 

pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu’minun (23) : 101) 

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk 

tunggalnya dipakai dua kali dalam Alquran, pertama dalam 

surah Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah SWT berfirman: 

جِنَّة  ۡ  عَلِمَتِ ٱل ۡ  وَلقََد ۡ  اۡ  جِنَّةِ نَسَبۡ  نَ ٱلۡ  وَبَي ۥنوَ  ۡ  وَجَعَل واْ بَي

م ه  ن َّ   ٥٥١ضَر ونَ ۡ  لَم ح ۡ  إِ

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan 

antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka 

benar-benar akan diseret (ke neraka). 
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Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum 

musyrik Mekah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa 

jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah. 

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surah Al-

Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut. 

وَٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱل وكََانَ  ۡ  اۡ  رۡ  ا وَصِوۡ  نَسَب ۥا فَجَعَلوَ  ۡ  ءِ بَشَرۡ  امَ ۡ  وَى 

  ٥١ا ۡ  رَبُّكَ قَدِير

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air 

lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan 

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
34

 

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau 

perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia 

dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah 

untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang 

lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang 

jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai 

ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang 

sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya 

mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.
35
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BAB III 

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQI’IYAH 

MUNAS ALIMULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI 

LUAR NIKAH” 

A. Sejarah Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran 

dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa 

memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup 

bermasyarakat dan manusia berusaha mewujudkan 

kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, 

ikatan batin, saling bantu-membantu dan kesatuan-

kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali 

persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang 

menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan 

yang baik dan harmonis. 

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah diniyah adalah 

wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang 

didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah/ 3 Januari 1926 M, 

dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, 

mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang 

berhaluan Ahlusunnah Waljama'ah dan menganut salah 

satu mazhab empat, masing-masing Abu Hanifah an-

Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin 
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Idris asy-Syafl'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta 

mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-

pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, 

kemajuan bangsa, harkat dan martabat manusia.
36

 

Secara bahasa, Nahdlatul Ulama berasal dari dua 

akar kata, yaitu nahdlah (bangkit) dan ulama' (cerdik 

cendikia yang memahami ilmu agama). Gabungandua kata 

itu, secara sederhana dapat di artikan sebagai “kebangkitan 

ulama”  atau  “kebangunan ulama.” Sedangkan menurut 

istilah, Nahdhatul Ulama adalah organisasi sosial 

kegagamaan (jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah) yang 

berhaluan Ahlussunahwaljama'ah yang di diri kan pada 16 

Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 

1926 M) bertempat di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah 

di desa Kertopaten Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan 

tersebut, KH. Hasyim Asyari Jombang (1871-1947), KH. 

Bisri Sansuri Jombang (1881-1980), KH. Asnawi Kudus 

(1861-1959), KH. Ma'sum (1870-1972), KH. Nawawi 

(Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Alwi Abdul Aziz 

(Surabaya). Para Ulama sepakat mendirikan jam'iyah 

dengan nama jam,iyyah Nahdlatoel Oelama (NO) yang 

dipimpin oleh KH.  Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar dan 
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Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha Surabaya, sebagai 

Ketua Pelaksana (tanfldziyah). 

Kelahiran NU melalui suatu proses yang sangat 

panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan 

nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Serikat 

Islam (SI) yang telah mencetak beberapa pemuda alumni 

pesantren yang bermukim di Makkah untuk mendirikan 

cabang perhimpunan itu di sana. Salah satu Ketua Sl 

Cabang Makkah adalah KH. Wahab Hasbullah (1988-1971 

M) yang kelak menjadi inisiator dan penggerak utama 

NU.
37

 

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU 

tampaknya dikatagorikan ke dalam kelompok 

pertama.Karena itu organisasi ini kemudian memperoleh 

pengesahan resmi dari Gouverneur General van 

Nederlansch-lndie pada tanggal 16 Pebruari 1930. 

Menurut Alfian, berdirinya NU lebih disebabkan 

oleh perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, 

khususnya perkembangan politik di kalangan umat Islam 

yang sangat kecil sekali memberi ruang politik bagi para 

pendiri dan pengikut NU sebelum organisasi ini didirikan. 

Alfian melihat adanya alienasi dan marginalisasi kalangan 

ulama NU dalam percaturan politik Serikat Islam (SI). 
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Alfian mengatakan, “Sejak semula golongan Islam 

(golongan modernis dan tradisionalis-pen.) yang 

memegang peranan dalam 81 adalah mereka yang berada 

di kota-kota yang terdiriatas; (1) intelektual Islam 

berpendidikan Barat seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji 

Agussalim dan Abdul Muis; dan (2) parasantri yang 

menganut atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme 

Islam, terutama anggota Muhammadiyah. Para ulama yang 

beraliran Ahlussunnahwaljama'ah, atau pengikut mazhab-

yang sebagian karena itu disebut sebagai golongan 

tradisional (santri) yang kebanyakan terdapat di pedesaan, 

walaupun ada yang menjadi anggota atau pengurus Serikat 

Islam tidak mempunyai peranan menonjol di dalamnya.
38

 

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat 

dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik 

dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein bin 

Ali (1854-1931), Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham 

Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-

Saud (1876-1953 M) yang beraliran Wahabi. Semenjak 

saat itu, tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang 

semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang 

sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan 

akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan 
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agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, 

maulid Nabi dan lain sebagainya, akan segera dilarang. 

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan 

pengaruh kekuasaannya keseluruh dunia Islam. Dengan 

dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan 

kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya 

Daulah Utsmaniyyah (1922 M). Untuk itu dia berencana 

menggelar Muktamar Khilafah di kota Suci Makkah, 

sebagai penerus Khilafah yang terputus itu. Seluruh negara 

Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar 

tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang 

direkomendasikan adalah HOS Tjakroaminoto, wakil SI, 

KH. Mas Mansur (1896-1946), utusan Muhammadiyah 

(1912) dan KH. Abdul Wahab Chasbullah, utusan 

pesantren. Namun, rupanya ada permainan licik diantara 

kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. 

Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi 

resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan. 

Peristiwa itu menyadarkan para ulama” pengasuh 

pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus 

menyisah kan sakit hati yang mendalam,  karena tidak 

adalagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana 

Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di 

Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima 

kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti 



52 
 

mauled Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. 

Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad 

SAW pun berencana digusur. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa 

motif pendirian NU, pertama, motif keagamaan sebagai 

jihad fi sabilillah; kedua, adanya rasa tanggung jawab 

untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang 

ditandai dengan pelestarian ajaran empat imam madhab, 

terutama mazhab Syafi'i; ketiga, dorongan untuk 

mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan 

sosial dan ekonomi; keempat, motif politik yang ditandai 

dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu 

mendirikan cabang SI di Makkah serta obsesi hari depan 

Tanah Air merdeka bagi umat Islam, kelima, sebagai 

reaksi atas pembaharuan pemikiran Islam di Jawa melalui 

Perserikatan Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. 

Ahmad Dahlan (1868-1923) dan KH. Mas Manshur.
39

 

 

B. Bahtsul masail 

1. Sejarah Bahtsul masail 

Kegiatan bahstsul masail atau pembahasan 

masalah-masalah, yang dalam hal ini masalah keagamaan 

telah dilakuakan di kalangan nahdlatul ulama, semenjak 
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Kongres/Muktamar NU yang pertama pada tahun tahun 

1926. Kegiatan Bahtsul Masail tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan NUyang awalnya sebagai organisasi sosial 

keagamaan (jam'iyyah), yang lahir karena alasan-alasan 

keagamaan pula. NU adalah perwujudan tradisi 

keagamaan yang telah ada di Nusantara. Berdirinya NU 

tidak lepas dari kesadaran kaum tradisionalis akan 

tantangan yang muncul akibat timbulnya gerakan 

pembaharuan Islam. 

Orientasi keagamaan NU menjadi pertimbangan 

utama bagi kelahiran NU, disamping pertimbangan-

pertimbangan kemaslahatan sosial. Tujuan berdirinya NU 

secara tegas dapat dibaca pada pasal 3 Statuten 

Perkumpulan NU Tahun 1933 yang menyebutkan: 

Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama 

yang bermadhhab, memeriksan kitab-kitab apakah itu dari 

kitab Ahlussunnah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, 

menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal; 

berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan 

pondok pesantren, begitu pula dengan hal ichwalnya anak 

yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan 

badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, 

perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam.
40
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Namun bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan 

Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi 

latar belakang munculnya bahts al-masa'il (pengkajian 

masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan 

masyarakat terhadap hukum Islam praktis ('amaliy) bagi 

kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan 

intelektual NU untuk mencari solusinya dengan 

melakukan bahts al-masa’il. Dan bila ditelusuri hasil-

hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahts al-masa'il 

pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah 

berdirinya NU. 

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa'il 

sudah ada sejak Kongres/ Muktamar 1, namun institusi 

Lajnah Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Muktamar 

XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I 

(Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk 

membentuk ”Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” (lembaga 

pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga 

permanen yang khusus menangani persoalan ke-agamaan. 

Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang 

diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di 

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang 

yang juga merekomendasikan dibentuknya “Lajnah 

Bahtsul Masa'il Diniyah” dengan harapan dapat 

menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk 
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melakukan istinbat jama'iy (penggalian dan penetapan 

hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar 

XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut akhirnya pada 

tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah 

berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 

30/A.I.05/5/1990.
41

 

Lajnah Bahtsul Masail adalah forum resmi yang 

memiliki kewenangan untuk menjawab segala 

permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga 

NU.Bahtsul Masail di tingkat Nasional diselenggarakan 

bersamaan dengan Muktamar,Musyawarah Nasional 

(Munas) Alim Ulama, atau Konferensi Besar (Konbes). 

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) tersebut kemudian 

berkembang dan ada dalam semua jajaran organisasi 

NU.LBM tertinggi adalah LBM yang diselenggarakan 

pada waktu Muktamar NU.Sejak awai berdirinya sampai 

tahun 1989, LBM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi 

bagian dari kegiatan Shuriah.Surat Keputusan PBNU di 

atas menandai pergeseran LBM dari sekedar forum 

syuriah yang ad hoc, menjadi forum yang sedikit lebih 

mandiri, meskipun tetap di bawah kepemimpinan shuriah. 

Pada perkembangannya, terjadi pergantian istilah 

Lajnah Bahtsul Masail menjadi Lembaga Bahtsul 
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Masail.Karena itu Lajnah Bahtsul Masail sekarang disebut 

dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU.Ada 

LBMNU di tingkat pusat, wilayah maupun di tingkat 

Kabupaten.
42

 

2. Manhaj Bahtsul Masail 

Membahas Lajnah Bahtsul Masa’il tidak dapat 

dilepaskan dari pembahasan fiqh empat madzhab. Adapun 

persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat 

dalam Lajnah Bahtsul Masa’il  harus tetap berada dan 

patuh pada koridor  empat madzhab ini.
43

 

Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui 

lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah 

naungan NU. Oleh karena sikap dan pandangan yang 

demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, 

para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan 

NU dalam golongan tradisionalis. 

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki 

ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah  ijtihad yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan 

sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki 

ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan 

mujtahid lebih baik taqli'd (mengikuti) kepada ulama yang 

memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi 
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persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti 

mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, 

melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab 

dalam menggali hokum. 

Faham taqlid bermadzhab menurut Said Agil 

Husein al-Munawar sebagaimana dikutip Ahmad 

Zahrosangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual 

pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung 

melalui kitab kuning.Kitab-kitab fiqh yang dipelajari 

mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya 

dengan sanad yang tidak terputus.Transmisi ilmu seperti 

itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh 

kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama.Oleh 

karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam 

kerangka pemikiran mazhab. Jadi dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan, NU dalam kerja bahth almasa’il 

nya menggunakan pendekatan mazhabi.
44

 

Lajnah Bahtsul Masa’il mempergunakan tiga 

mcam istimbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, 

yaitu: 
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1) Metode Qawli 

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang 

digunakan oleh ulama/ intelektual NU dalam Lajnah 

Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang 

dihadapi, kemudian mencari jawaban nya pada kitab-kitab 

fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk 

secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata 

lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" 

dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan 

metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak 

pertama kali dilaksanakannya bahts al-masa'il (1926), 

namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam 

keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 

Juni 1992).
45

 

Keputusan bathsul al-masa’il di lingkungan NU 

dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu 

mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan 

bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai 

berikut: 

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi 

oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat 

hanya satu qawl/wajah, maka dipakailah 
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qawl/wajah sebagaimana diterangkan 

dalam 'ibarat tersebut. 

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi 

oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih 

dari satu qawI/wajah, maka dilakukan 

taqrir jama'i untuk memilih salah satu 

qawl/ wajah. 

Adapun prosedur pemilihan qawl/wajah ketika 

dalam satu masalah dijumpai beberapa qawl/wajah 

dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Dengan mengambil pendapat yang lebih 

maglabah dan] ' atau lebih kuat. 

b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan 

ketentuan Muktamar I tahun 1926, bahwa 

perbedaan pendapat diselesaikan dengan 

cara memilih: 

1. Pendapat yang disepakati oleh al-

Shaykhani (al-Nawawi dan al-

Rafi'i). 

2. Pendapat yang di pegangi oleh al-

Nawawi. 

3. Pendapat yang di pegangi oleh al-

Rafi'i. 
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4. Pendapat yang di dukung oleh 

mayoritas ulama. 

5. Pendapat ulama yang terpandai. 

6. Pendapat ulama yang paling 

wara'.
46

 

2) Metode Ilhaqi 

Apabila metode qowli tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab 

mu’tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut 

dengan ilhaq al-masail bi nazairiha yakni menyamakan 

hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh 

kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan 

dengan pendapat yang sudah jadi.Salah satu contoh 

penggunaan metode ilhaqi adalah keputusan Mukatamar 

NU ke 2 di Surabaya tanggal 12 Rabi al-Tahani 1346 H/9 

Oktober 1927 M tentang memakai pen dari emas.
47

 

Namun secara resmi dan eksplisit metode ilhaqi 

baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas 

Alim Ulama NU di Bandar Lampung  tahun 1992, yang 

menyatakan bahwa untuk menyatakan masalah yang tidak 

ada qawl/wajah sama sekali maka dilakukan dengan ilhaq 

al-masa'il bi nazairiha secara jama'i. 
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Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Mulhaq bih 

(sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq 

'alayh (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), 

wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mullzaq bih 

dengan mulhaq 'alayh), oleh para mulhiq yang ahli. 

Metode penjawaban permasalahan semacam ini 

kemudian disebut sebagai metode ilhaqi. Dalam 

prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip 

qiyas.Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas 

versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq.Yaitu 

kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang 

belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada 

kepastian hukumnya berdasarkan nass al-Quran dan atau 

al-Sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum 

sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu 

yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks 

suatu kitab (mu’tabar).
48

 

3) Metode Manhaji 

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan 

masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahth al-masail 

dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah 

penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. 

Sebagaimana metode qawli dan ilhaqi, sebenarnya metode 
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manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU 

terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak 

pula diresmikan melalui sebuah keputusan. 

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam 

bahth aI-masa'il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu 

kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, 

setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab 

mutabar maka digunakanlah metode manhaji dengan 

mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Quran, setelah 

tidak ditemukan jawabannya dalam al-Quran lalu pada 

hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada 

jawaban dari kaidah fiqhiyah. 

Secara resmi metode ini baru di populerkan 

penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama 

NU di Bandar Lampung tahun 1992.Oleh karenanya dapat 

dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era 

kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti 

bermazhab. Era ini dapat di katakan sebagai titik awal 

untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman 

beragama, khususnya dalam bahth al-masail menuju 

universalitas dan era kesadaran perlunya ”pabrik” 

pemikiran. 

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan 

sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman jumud 

(stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan 
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mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan para 

ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab 

empat mazhab, khususnya Shafi'iyah. Atau paling tidak 

Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan 

kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab 

mazhab empat tidaklah cukup dan perlu adanya semangat 

reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes, luas, 

dan mampu menghadapi tantangan zaman.
49

 

 

C. Isi Putusan Bathsul Masail 

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas Alim 

Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 

Tim Perumus 

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni 

2. KH. Azizi Hasbulloh 

3. KH. Asnawi Ridlwan 

4. KH. Darul Azka 

5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan 

6. KH. Ahmad Muthohar 

7. KH. Zainal Amin 

8. KH. M. Silahuddin 

9. KH. Fathoni Muhammad 

10. KH. Nur Salim Habibi 
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l. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NlKAH 

DAN ANAK ANGKAT  

Deskripsi :  

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara 

hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina.Dalam persoalan 

anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak 

luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum.Asumsi MK 

adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-

hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinanya masih disengketakan. Oleh 

karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut: 

 “Anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".   

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum 

lslam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari,biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada 
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orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.  Menurut 

Hukum Islam, anak angkat tidak dapat di akui untuk bisa di jadikan 

dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan 

adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Sebagai solusinya 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian 

“Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta 

warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka 

diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya”. 

Pertanyaan : 

1. Apakah keputusan anak di luar nikah berdasarkan putusan MK 

bias di benarkan secara fiqh?  

Jawaban: 

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan 

dengan rumusan hukum fiqih. Menurut rumusan hukum 

fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif 

hukumnya adalah tafshil ; 

a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksankan sesuai 

dengan ketetuan syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 
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b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil : 

1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum 

dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab 

kepada ibunya saja. 

2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi 

baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini 

ada tafshil: 

a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab 

kepada suami ibunya. 

b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa 

intisab kepada suami ibunya. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI’IYAH 

MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB,  23-24 

NOVEMBER TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR 

NIKAH 

A.  Analis Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Bathsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB,  23-24 November. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah 

Bathsul Masail yang merupakan salah satu forum diskusi 

keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk 

merespon dan memberikan solusi terhadap problematika 

aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Terhadap 

berbagai problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, 

AlQuran tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. 

Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Quran dirasa 

masih global. Sehingga para fuqoha masih merasa perlu 

merinci hal-hal yang masih global tersebut dalam bentuk 

ra‟yu atau ijtihad mereka dengan harapan hukum tersebut 

lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat. 

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar 
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perkawinan hanyamempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya.
50

 

Mengenai istilah anak sah dijelaskan dalam pasal 43 

UUP dan Pasal 44. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir 

dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak 

sah. Namun, tidak jelaskan mengenai status bayi yang 

dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan 

pada saat calon mempelai wanita itu hamil.
51

 

Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, 

jika dicermati ternyata anak tidak sah ada dua jenis, yaitu: 1. 

Anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil 

dan 2. Anak yang tidak sah secara materil, juga tidak sah 

secara formil. Yang dimaksud anak yang sah secara materiil, 

tetapi tidak sah secara formil adalah anak yang lahir dari 

perkawinan yang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak 

tercatat di KUA dan KCS. Sedangkan anak yang tidak sah 

secata materiil dan formil adalah anak yang dilahirkan dari 

hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan 

perkawinan (kumpul kebo atau samen leven).
52

 

                                                           
50

 Lihat pasal 99-100 KHI 
51

 Zuhaidi Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 

2006), hlm. 63. 
52

 Rokhmadi, Status Anak Di Luar Perkawinan, (Semarang: 2012), hlm. 180. 
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Berkaitan dengan Hasil Bahtsul Masail Waqiiyah 

Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Nusa 

Tenggara Barat, 23-24 Vovember 201 7 sebagai berikut; 

“Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan 

dengan dengan rumusan hukum fiqih. Menurut 

rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah 

secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ; 

Pertama, jika dinikahi secara syar'iy yakni 

dilaksankan sesuai dengan ketetuan syarat dan 

rukunnya maka berlaku hukum nasab. wali, waris dan 

nafkah. Kedua, jika tidak dinikahi secara syar'iy maka 

ada tafshil: ( 1) Jika anak tersebut lahir pada saat 

ibunyabelum dinikahi siapapun maka anak tersebut 

instisab kepada ibunya saja. (2) Jika anak tersebut 

lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah 

biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil (rinci): 

(a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada 

suami ibunya. (b) J ika lahir kurang dari 6 bulan maka 

tidak bisa intisab kepada suami ibunya”.  

 

Dari putusan Munas Alim Ulama NU tentang status 

dan hak anak diluar nikah adalah sesuai dengan pendapat para 

ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, antara lain: 

1. Tuhfatul Habib „Ala Syarah Khotib jilid 4 

halaman 167. 

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik 

secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal 

baginya karena dia merupakan orang lain. 

Alasannya tidak ada penghormatan bagi para 

pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum 

nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum 
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ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, 

terputusnya waris karena ijma sebagaimana 

menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan 

menikahinya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari 

keharamannya ketika ada perempuan di susui 

orang susu pezina maka tidak bernasab”. 

2. Al-Wasith juz 5 halaman 103. 

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak 

halal dinikahinya, tetapi perempuan dan' hasil 

zina tidak haram di nikahi bagi pezinanya karena 

anak zina terpisah dari ibunya”. 

3. Mughni Al-Muhtaj Juz 4 halaman 103. 

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui 

bapaknya atau belum maka halal, karena 

alesannya adalah termasuk orang lain. Karena 

tidak ada penghalang anak zina dengan alasan 

mengesampingkan hukum nasab dari waris dan 

lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan 

ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga 

yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi 

secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang 

menzinai”. 

4. Fiqih Islam Wa'adillatuhu Juz 10 halaman 9. 

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, 

sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya 
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adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i 

maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di 

atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak 

darl ayahnya adalah sebagai berikut. 1. 

Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid 

(rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita 

yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini 

penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang 

Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang 

terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan 

pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya 

dikembalikan kepada suami wanita tersebut. 

Dalilnya hadits yang berbunyi,  “Nasab 

seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang 

tuanya yang melakukan persetubuhan dalam 

pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy dalam 

hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. 

Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal lnl harus 

sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.“ 

Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang 

secara adat sudah mampu menghamili istri. 

Artinya sudah baligh menurut pendapat 

Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan 

Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 

dalam penentuan usia murahiq (dewasa). Menurut 
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Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, 

namun menurut Hanabilah adalah yang sudah 

mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak 

bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, 

meskipun sang ibu melewati masa kehamilan 

lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. 

Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat 

ditentukan dari orang yang majbub mamsuh, yaitu 

orang yang alat kelaminnya putus atau tidak 

berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah 

orang yang salah satu buah pelirnya putus. 

Hukum orang seperti itu dikembalikan pada 

keputusan dokter spesialis. ]ika dokter 

mengatakan masih bisa melahirkan anak maka 

nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika 

tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. 

Menurut Syafi‟iyyah dan Hanabilah, nasab anak 

ditetapkan bagi orang majbub yang hanya tersisa 

buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan 

kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus 

dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan 

tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada 

mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah 

pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, 

kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari 
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waktu nikah menurut pendapat ulama 

Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah 

nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika 

anak tersebut dilahirkan kurang dari batas 

minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka 

para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut 

tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan 

bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan 

dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui 

anak tersebut sebagai darah dagingnya. 

Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar 

nikah, atau bisa iuga karena ada akad lain, atau 

bisa juga karena akad yang fasid, atau karena 

wath‟i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena 

kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat 

ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan 

kedua mempelai secara langsung setelah akad 

nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, 

namun mereka berbeda pendapat pendapat dalam 

hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud 

sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan 

biasa. Ulama Hanafiyah berkata, “tashawur dan 

imkaan al-„aqli adalah syarat. Artinya, jika secara 

akal memungkinkan suami istri untuk bertemu 

maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan 
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kepada suami, jika memang terlahir enam bulan 

setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi 

pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur 

menikah dengan wanita dari barat, namun secara 

zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, 

lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan 

anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami 

karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan 

suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak 

biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para 

wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang 

sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali 

langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. 

Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami 

termasuk wali yang mempunyai keramat bisa 

berpindah-pindah tempat dalam waktu yang 

sangat cepat”. 

5. Takmilatul Majmu “Ala Sarkhil Muhadab Juz 17 

halaman 410 al Maktabah Al Salafiyah. 

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka 

memerlukan bantuan seseorang dokter untuk 

menganalisa dna masingmasing pihak. Jika terjadi 

kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli 

(membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika 

tidak terjadi kecocokan, maka harus berani 
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sumapah lian menurut salah satu riwayat dari 

Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau 

orang tidak mengingkari berbuat zina maka 

hukumnya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa 

sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti 

nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak 

mau maka harus sumapah lian”.  

 

Al-Quran memberi petunjuk yang jelas mengenai 

batas minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung 

dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini duambil 

dari firman Allah: 

ۡ  ۡ  ۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

ۡ  ۡ  ۡ  ۥۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۥ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ(QS Al-Ahqof [46]: 15)

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 

baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 
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(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya 

sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku 

dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". 

 

ۥۡ  ۡ  ۡ  ۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ(QS 

Luqman [31]: 15)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

 

Menurut Prof Ahmad Roflq, kedua ayat tersebut, Ibn 

Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat 

pertama menunjukan bahwa tenggang waktu mengandung dan 
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menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa 

menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempuma 

membutuhkan waktu dua tahun dua puluh empat bulan. 

Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan 24 bulan = 6 

bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir 

kurang dari enam bulan, tidak bisa di hubungkan 

kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan 

yang sah.
53

 

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. menjelaskan, hak 

perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban 

seseorang dengan orang lain. Dalam putusan pasal anak di 

luar nikah, hubungan tersebut menyangkut hak kemanusiaan 

sang anak. “Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak 

lain seperti ganti rugi, baik yang materil maupun yang 

imateriil, pemenuhan kewajiban tertentu, santunan, perhatian, 

pembinaan, biaya hidup,” urainya di hadapan forum Seminar 

Nasional “Eksistensi Anak Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Menurut Sodiki, 

hak perdata tak sama dengan nasab. Memang karena 

hubungan nasab dalam hukum waris, seseorang dapat 

                                                           
53

 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), hlm. 180. 
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memperoleh hak keperdataan (warisan). Tetapi, tidak setiap 

hak perdata berupa hak waris.
54

 

Dari uaraian di atas, menurut hemat penulis bahwa 

alasan dan sumber kitab salaf yang digunakan oleh Nahdlatul 

Ulama untuk memutuskan masalah ini sudah tepat, jika hanya 

mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan 

kemsaslahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, 

namun jika di pahami lebih jauh akibat hubungan perdata 

anatara anak dengan ayah bioloagisnya yang dilahirkan di luar 

nikah, yang menurut putusaan Bathsul Masil Waqi”iyah di 

berlakukan hukum tafsil (terperinci) baik terhadap anak 

sebagai akibat hasil perzinaan, nikah siri (bawah tangan), atau 

sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak 

tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum 

lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua 

belah pihak. Karena menurut hukum yang berkaitan dengan 

hak-hak anak adalah nafkah, perwalian, nasab dan waris. 

Karena itulah penulis setuju dengan putusan 

Nahdlatul Ulama, bahwa menurut rumusan hukum fiqh anak 

yang lahir diluar nikah dalam pengertian (nikah siri). Jika 

dinikahi secara syar‟iy yakni di laksanakan sesuai dengan 

                                                           
54

http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-

hak-kemanusiaan Diakses pada tanggal 27 Juni 2019. 

http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan
http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan
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ketentua syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, 

wali, waris dan nafkah. 

 

B. Analisis lstimbath Hukum Bathsul Masail Waqi'iyah 

Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 

November Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah  

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan 

mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu 

al-Qur‟an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar 

bermazhab mentathbiqkan (memberlakukan) secara dinamis 

nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari 

hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama 

(cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU 

dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang 

disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu 

penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang 

namanya muj'tahid. Sementara itu, istinbath dalam 

pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan 

oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat 

kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. 

Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalngan NU terutama 

dalam kerja bahtsu masa‟il-nya Syuriyah NU tidak populer 

karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU 

dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang 

oleh ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan 
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pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail 

yang artinya membahas masalah-masalah waqi‟ah (yang 

terjadi) melalui maraji’ (referensi) yaitu kutubul-fuqaha 

(kitab-kitab karya para ahli fiqih).
55

 

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang 

berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu 

identisas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena 

adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku 

di lingkungan NU. Keputusan bathsul al-masa 'il di 

lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada 

salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan 

bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: 

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh „ibarat 

kitab
56

 disana terdapat hanya satu qawl/wajh
57

, maka 

dipakailah qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam 

'ibarat tersebut. 

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat 

kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qawI/wajh, 

                                                           
55

http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu 
Diakses tanggal 5 juli 2019 
56

‘Ibarat Kitab adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang 

dirujukan bathsul al-masail 
57

 Yang dimaksud qawl adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang 

dimaksud wajh adalah pendapat ulama mazhab. Masyuri, Masalah 

keagamaan, hlm. 360. 

http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu
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maka dilakukan taqrir jama’i
58

,  untuk memilih salah 

satu qawl/ wajah.
59

 

Hemat penulis terhadap putusan Bathsul Masail 

Waqi”iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 

November 2017 tentang status dan kedudukan anak yang 

lahir di luar nikah memakai metode Ilhaqi yaitu menyamakan 

hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab 

(belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan 

pendapat yang sudah jadi. 

Menurut Khatib Sholeh, bagi ulama NU cara 

bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari 

berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi 

seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk 

melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan 

nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep 

hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan 

hukum tentang status dan hak anak di luar nikah dengan cara 

menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh 

para ulama Mazhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan 

                                                           
58

 Taqrir jama‟i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan 

terhadap satu diantara beberapa qawl/wajh. 
59

 Ahmad Muhtadi Ansor, Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak 

Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis, hlm. 84-85. 



82 
 

yang menjadi acuan bermazhab dalam kehidupan keagamaan 

sampai saat ini, yaitu:
60

 

1. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 43:  

 

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ(QS An-Nahl 

Nahl [16]: 43)

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui. 

 

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut 

merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum 

dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. 

Dan pada umunya para ulama ushul menjadikan ayat ini 

sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa 

bagi orang awam hendaknya bertaqlid kepada orang alim 

yang mujtahid. 

2. Bukti kesejarahan bahwa para sahabat pun tingkat 

keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat 
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 Kahtib Sholeh, Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum 

Rahmat, hlm. 222. 
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mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli 

hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit 

dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti 

sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu 

menyebut dalil yang dipakai. 

3. Alasan rasional. 

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi 

menyatakan: “Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan 

ijtihad apabila menghadapi far'iyah maka ada dua 

kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama dia tidak 

melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya, dan 

sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia 

melakukansesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan 

hukum tersebut atau dengan taqlid".  

 

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa 

kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali 

bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua 

terdapat dua altematif. Alternatif pertama, menelusuri dan 

mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang 

dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud 

(baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat 

mengganggu segala altifitas kesehariannya. Hal ini 

merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam 

melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif 
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yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti 

madzhab (taqlid). 

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana 

tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal berdirinya, 

NU merupakan oraganisasi yang bermotif dan berlandaskan 

keagamaan yang spesifik dengan haluan Ahl-Sunnah wa al-

Jama’ah.
61

 Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter 

perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan 

prinsipajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham 

Ahl al-sunnah wa al Jamaah, dalam terminolagi atau 

pandangan Nu (secara eksplisit) dapatdirumuskan sebagai 

pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran 

dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai 

berikut: 

a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari 

salah satu imam Madzhab empat (Imam Hanafi, Maliki, 
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Ahlussunah wal Jama’ah dapat diartikan yaitu orang-orang yang 

memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek 

kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga 

keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan Ahlusunnah wal Jama'ah 

tercemin dalam metode pengambilan hukum (istimbath) yang tidak 

semata-mata menggunakan nash namun juga memeperhatikan posisi 

akal. Bagitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara 

wahyu dangan rasio (ar-rasy). Metode (manhaj) seperti inilah yang 

menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut 

dalam Said Agil Siradj, Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah, 

Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm 20.  
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Syafi'i dan Hambali) yang dalam praktek para kiai adalah 

penganut kuat madzhab Syaffi. 

b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam 

Abu Hasan al-Asy‟ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. 

c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam 

Abu Qasim al-Junaid.
62

 

Hemat penulis pemahaman terhadap formulasi di atas, 

terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan 

penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas-

komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran 

para Imam Madzhab. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis cenderung 

sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum 

dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil 

hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam 

madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan 

jalanbagi seseorang yang belum mencapai tingakatan 

mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

  

                                                           
62

 Rozikin Damam, Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm, 53. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian mengenai Putusan Bathsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nu Ntb, 23-24 

November 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan 

Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap 

Putusan  MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan 

perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan 

fiqh. Jika dinikahi secara syar’iy yakni dilaksanakan 

sesuai dengan ketentua syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 

2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU 

menggunakan metode ilhaqi yaitu menyamakan hukum 

suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab 

(belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan 

dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad 

dalam bathsul masail bukan merupakan pengertian ijtihad 

dalam pengertian usul fikih. 
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B. Saran-saran 

1. NU merupakan salah satu oraganisasi Islam terbesar di 

Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar 

pula bagi masyarakat, Untuk itu, NU melaluai Lembaga 

Bahtsul Masail diharapkan dapat meminimalisir adanya 

keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan-

aturan yang telah mengikat bagi warga di Indoneisa 

seperti Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi 

kebingungan di kalangan warga Nahdliyyin khususnya. 

2. Kepada semua warga negara masyarakat di selurauh 

Indonesia agar tidak menyia-menyiakan hasil putusan 

Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

mengenai Status anak di Luar Perkawinan dan Hasil 

Keputusan Bathsul Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama 

dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang 

status anak yang lahir di luar nikah.  

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah, segala piji penulis panjatkan 

kepada Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-

baiknya. Dengan penuh harapan semoga hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan dapat 

memberikan pencerahan bagi masyarakat seluruh Indonesia. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini 

memang merupakan keterbatasan dari penulis. Kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif (membangun) sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Atas 

perhatiannya diucapkan terima kasih banyak.  
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Lampiran I 

 

ISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQIIYAH 

 

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi‟iyah Munas Alim 

Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 

Tim Perumus 

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni 

2. KH. Azizi Hasbulloh 

3. KH. Asnawi Ridlwan 

4. KH. Darul Azka 

5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan 

6. KH. Ahmad Muthohar 

7. KH. Zainal Amin 

8. KH. M. Silahuddin 

9. KH. Fathoni Muhammad 

10. KH. Nur Salim Habibi  

 

l. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR 

NlKAHlDAN ANAK ANGKAT  

Deskripsi :  

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara 

hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak 



hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin 

pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, 

hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada 

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 

keabsahan perkawinanya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK 

mengeluarkan putusannya sebagai berikut: 

 “Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya".   

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum lslam 

( KHI ). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut 

Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan 

dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan 

adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Sebagai solusinya 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian 

“Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan 



orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :  

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi 

wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang 

tua angkatnya”.  

Pertanyaan :  

1. Apakah keputusan anak diluar nikah berdasarkan putusan MK bisa 

dibenarkan secara fiqh?  

Jawaban: 

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan 

rumusan hukum fiqih. Menurut rumusan hukum fiqh anak 

yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah 

tafshil ; 

a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksankan sesuai 

dengan ketetuan syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 

b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil : 

1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum 

dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab kepada 

ibunya saja. 

2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik 

oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada 

tafshil: 

a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada 

suami ibunya. 



b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa 

intisab kepada suami ibunya. 

 

761ص  4رؾفخ اٌؾج١ت ػٍٝ شوػ اٌقط١ت : ط  .1  

و٣َ اٌّظٕف أْ اٌجٕذ اٌّقٍٛلٗ ِٓ ِبء ىٔبٖ ٍٛاء رؾمك أٔٙب ِٓ رٕج١ٗ ػٍُ ِٓ 

ِبئٗ أَ لا رؾً ٌٗ ٤ٔٙب أعٕج١خ إم لا ؽوِخ ٌّبء اٌئب ثل١ًٌ أزفبء ٍبئو أؽىبَ 

إٌَت ِٓ إهس ٚغ١وٖ ػٕٙب فلا رجؼغ ا٤ؽىبَ وّب ٠مٛي اٌّقبٌف فإْ ِٕغ ا٦هس 

ِٓ فلاف ِٓ ؽوِٙب ٌٚٛ إعّبع وّب لبٌٗ اٌوا فؼٟ ٌٚىٓ ٠ىوٖ ٔىبؽٙب فوٚعب 

 أهػؼذ اٌّوأح ثٍجٓ اٌيأٟ طغ١وح فىجٕزٗ لبٌٗ اٌّزٌٟٛ

لٌٛٗ )ػٍُ ِٓ ولاَ اٌّظٕف( أٞ ِٓ لٌٛٗ ثبٌَٕت فإْ ثٕذ اٌئب لا رؾوَ ػ١ٍٗ 

لٌٛٗ )ِٓ ِبء ىٔٗ(  أٞ ٌٚٛ اؽزّبلا ثأْ رؼبلت ػ١ٍٙب هعلاْ ٚاؽزًّ وْٛ اٌجٕذ 

لٌٛٗ ٍٛاء أرؾمك اٌـ غ١وِٕب فٍٗ لٌٛٗ ِٓ وً ِّٕٙب ف١ؾً ٌىً ِّٕٙب ٔىبؽٙب ف١ىْٛ 

)ٍٛاء أرؾمك أٔٙب ِٓ ِبئٗ( أٞ ثأْ أفجوٖ ثنٌه ِؼظَٛ و١َلٔب ػ١ٌ ػ١ٍٗ اٌَلاَ 

لٌٛٗ )رؾً ٌٗ أٞ ؽ١ش ٌٚلرٙب ثقلاف ِب ٌٛ ٍبؽمذ اٌّوأح اٌّئٝ ثٙب ىٚعخ 

اٌيأٟ أٚ أفزٗ أٚ أِٗ أٚ ثٕزٗ ٚفوط ِبء اٌئب ِٓ اٌّوأح اٌّئٝ ثٙب ف١فوط 

ِٚٓ موو ِؼٙب ٚػٍمذ ثٗ ٌٚٚلد ثٕزب فلا رؾً ٌٗ ثً رؾوَ ػ١ٍٗ ِٓ رٍه اٌيٚعخ 

اٌغٙخ لا ِٓ عٙخ أٔٗ ِبء ىٔب ٤ْ ِبء اٌئب لا ؽوِخ ٌٗ ػٍٝ اٌيأٟ ٚاٌؼجوح 

ثبٌؾوِخ ٚػلِٙب ؽبي فوٚعٗ ػٍٝ اٌّؼزّل ػٕل َ ه ؽزٝ ٌٛ أفوعٗ ث١لٖ أٚ ث١ل 

ٌٛ أرذ ِٕٗ ثجٕذ فىبٔذ  أعٕج١خ ٚاٍزلعٍزٗ ىٚعزٗ ِٚٓ موو ِؼٙب فٙٛ لا ؽوِخ ٌٗ

ًّ ٌٗ ٌٛ ٌُ رىٓ ِٓ رٍه اٌغٙخ ٚأِب ٌٛ أفوعٗ ث١ل ىٚعزٗ أٚ أِزٗ فٙٛ ؽ١ٕئن  رؾ

ِؾزوَ فإما اٍزلفٍزٗ أعٕج١خ فؼٍمذ ثٗ ٚأرذ ثجٕذ فٟٙ ؽٕئن ِؾزوِخ ٚأِب ؽظ 

ف١شزوؽ أْ ٠ىْٛ ِؾزوِب ؽبٌخ اٌقوٚط ٚؽبٌخ الاٍزلفبي أ٠ؼبً اٖ لٌٛٗ )ٚغ١وٖ( 

ٛاى إٌظو ٌّب ػلا ِب ث١ٓ اٌَوح ٚاٌووجخ اٖ ش١قٕب لبي ع ُ أٞ وغٛاى اٌقٍٛح ٚع

ػٍٝ َ ه فٍٛ ٚؽٝء وبهح ثبٌئب فًٙ ٠ٍؾك اٌٌٛل اٌٍَُّ فٟ ا٦ٍلاَ أٚ ٠ٍؾك اٌىب 

ي ٚاػّل َ ه رجؼب ٌٛاٌلٖ اٌضبٟٔ وّب طوّػ ثٗ  ّٚ فوح؟ م٘ت اثٓ ؽيَ ٚغ١وٖ إٌٝ ا٤



ؽ١ٕفخ فإٔٗ ٠مٛي إْ اٌجٕذ فٟ ثبة اٌٍم١ؾ اٖ لٌٛٗ )وّب ٠مٛي اٌّقب ٌف( ٚ٘ٛ أثٛ 

اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ لا رؾً ٌٗ ٚ ِغ مٌه لبي لا روصٗ فىٛٔٙب لا رؾً ٌٗ ف١ٗ إصجبرب 

ٌّؾو١ِخ ٌٙب ٚوٛٔٙب لا روصٗ ف١ٗ إٌؾبلٙب ثب٤عبٔت فف١ٗ رجؼ١غ ا٤ؽىبَ ش١قٕب لٌٛٗ 

ً )ٌٚىٓ ٠ىوٖ اٌـ(لا ٠قفٝ أْ ووا٘خ ٔىبػ ثٕذ اٌئب لا ٠زم١ل ثظب ؽت اٌّبء ثً و

شقض ٠ىوٖ ٌٗ ٔىبؽٙب فّب ٚعٗ ٘نا اٌزم١١ل ٕ٘ب اٖ ؿ ع لٌٛٗ )فىجٕزٗ( أٞ اٌزٟ ِٓ 

اٌئب فٟٙ وب٤عٕج١بد أٚ اٌؼ١ّو ٌٍئب أٞ فٟ ؽً ٌٗ ٔىبؽٙب ٚوبْ ا٤ٌٚٝ أْ ٠مٛي 

فىب ٌجٕذ اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ اٌّورؼؼخ ثٍجٓ ىٔبٖ ٚػجبهح ً َ ٚوب ٌّقٍٛلخ ِٓ 

ٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ اٌّو رؼؼخ ثٍجٓ ىٔبٖ اٖ ٚ ػجبهح ِبء ىٔبٖ ٚػجبهح ً َ ٚوب ٌّقٍ

شوػ اٌوٚع فىجٕزٙب فب٦ػبفخ فٟ لٌٛٗ فىجٕزٗ ٤كٔٝ ِلاثَخ أٞ رؼٍك ٤ٔٙب ِّب 

 رغٕبٖ

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara 

nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena 

dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada 

penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku 

juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum 

ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, 

terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam 

Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahinya. Keluar dari 

khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan 

di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”. 
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فوع إما ٌٚلد ِٓ اٌئب ٌُ ٠ؾً ٌٙب ٔىبػ ٌٚٚل٘ب ٚاٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء اٌئب لا ٠ؾوَ  

ٔه ؽٙب ػٍٝ اٌيأٟ ٤ٔٙب رٕفظً ػٓ ا٤َ ٟٚ٘ إَٔبْ ٚثؼغ ِٕٙب ٚرٕفظً ػٓ 



اٌفؾً ٚ٘ٛ ٔطفخ فؼٍخ رؾو٠ّٗ إٌَت اٌشوػٟ ٚلل أزفٝ ٌٚٛ وبْ ثؼؼب ؽم١م١ب ِٕٗ 

 ٌّب أؼمل ٌٚل اٌؾو هل١مب فٝ ِٕىوؽخ هل١مخ وّب لا رٍل اٌؾوح هل١مب ِٓ ىٚط هل١ك

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal 

dinikahinya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di 

nikahi bagi pezinanya karena anak zina terpisah dari 

ibunya”. 
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)ٚ( اٌضبٟٔ )اٌجٕبد( عّغ ثٕذ )ٚ( ػبثطٙب ٘ٛ )وً ِٓ ٌٚلرٙب(فجٕزه ؽم١مخ )أٚ 

وبْ أٚ أٔضٝ وجٕذ اثٓ ٚإْ ٔيي ٚثٕذ ثٕذ ٚإْ ٔيٌذ ٌٚلد ِٓ ٌٚل٘ب( مووا 

)ِغبىا ٚإْ ٍئذ لٍذ وً أٔضٝ ٠ٕزٟٙ إ١ٌه َٔجٙب ثبٌٛلاكح ثٛاٍطخ أٚ ثغ١و٘ب ٌّٚب 

وبٔذ اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء اٌئب لل ٠زُٛ٘ أٔٙب ثٕذ اٌيأٟ فزؾوَ ػ١ٍٗ كفغ ٘نا اٌزُٛ٘ 

ب ِطب ٚػخ أَ لا ثمٌٛٗ )لٍذ ٚاٌّقٍٛلخ ِٓ( ِبء )ىٔبٖ( ٍٛاء أوبٔذ اٌّئٟ ثٙ

ٍٛاء رؾمك أٔٙب ِٓ ِبئٗ أَ لا )رؾً ٌٗ( ٤ٔٙب أعٕج١خ ػٕٗ إم لا ؽوِخ ٌّبء اٌئب 

ثل١ًٌ أزفبء ٍبئو إؽىبَ إٌَت ِٓ إهس ٚغ١وٖ ػٕٙب فلا رزجؼغ ا٤ؽىبَ وّب ٠مٛي 

ثٗ اٌقظُ فإْ ِٕغ ا٦هس ثإعّبع وّب لبٌٗ اٌوافؼٟ ٚل١ً رؾوَ ػ١ٍٗ ِطٍمب ٚل١ً 

مك أٔٙب ِٓ ِبئٗ ثأْ أفجوٖ ثنٌه ٔجٟ وأْ ٠ىْٛ فٟ ىِٓ ػ١َٝ رؾوَ ػ١ٍٗ إْ رؾ

طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚػٍٝ ا٤ٚي ٠ىوٖ ٔىبؽٙب ٚافزٍف فٟ اٌّؼٕٝ اٌّمزؼٟ 

ٌٍىوا٘خ فم١ً ٌٍقوٚط ِٓ اٌقلاف لبي اٌَجىٟ ٚ٘ٛ اٌظؾ١ؼ ٚل١ً لاؽزّبي وٛٔٙب 

ٌٚٛ  ِٕٗ فإْ ر١مٓ أٔٙب ِٕٗ ؽوِذ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ افز١به عّبػذ ُِٕٙ اٌو٠ٚبٟٔ

أهػؼذ اٌّوأح ثٍجٓ اٌيأٟ طغ١وح فىجزٗ لبٌٗ اٌّزٌٟٛ )٠ٚؾوَ ػٍٝ اٌّوأح( ٚػٍٝ 

ٍبئو ِؾبهِٙب )ٌٚل٘ب ِٓ ىٔب ٚالله أػٍُ( ثب٦عّبع وُ أعّؼٛا ػٍٝ أٔٗ ٠وصٙب 

ٚاٌفوق أْ الاثٓ وبٌؼؼٛ ِٕٙب ٚأفظً ِٕٙب إَٔبٔب ٚلا ونٌه إٌطفخ اٌزٟ فٍمذ 

 ِٕٙب اٌجٕذ ثبٌَٕجخ ٥ٌة



Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau 

belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang 

lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan 

mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, 

karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi 

kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil 

zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui 

seseorang yang menzinai”. 
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أٍجبة صجٛد إٌَت ِٓ ا٤ة ٍجت صجٛد َٔت اٌٌٛل ِٓ أِٗ ٘ٛ اٌٛلاكح شو ػ١خ 

اٌيٚاط  -7وبٔذ أَ غ١و شو ػ١خ وّب للِٕب ٚأِب أٍجت صجٛد إٌَت ِٓ ا٤ة فٟٙ 

اٌٛ ؽءثشجٙخ ٚٔج١ٓ وً ٍجت ػٍٝ ؽلح ف١ّب ٠أرٟ  -1اٌيٚاط اٌفبٍل  -2اٌظؾ١ؼ 

اٌنٞ رأرٟ ثٗ اٌّوأح اٌزيٚعخ  أ٤ٚ. اٌيٚاط اٌظؾ١ؼ ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ أْ اٌٌٛل

ىٚاعأ طؾ١ؾأ ٠َٕت إٌٝ ىٚعٙب ٌٍؾل٠ش اٌّزملَ >اٌٌٛل ٌٍفواُ< ٚاٌّواك 

ثبٌفواُ اٌّوأح اٌزٟ ٠َزفوشٙب اٌوعً ٠َٚزّزغ ثٙب ٚمٌه ثبٌشوٚؽ ا٢ر١خ 

اٌشوؽب٤ٚي. أْ ٠ىْٛ اٌيٚط ِّٓ ٠زظٛه ِٕٗ اٌؾًّ ػلح ثأْ ٠ىْٛ  ثبٌغبً فٟ 

ضٍٗ فٟ هأٞ اٌؾٕف١خ ٚاٌؾٕبثٍخ اٌّوا٘ك ٚ٘ٛ ػٕل اٌؾٕف١خ هأٞ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ ِٚ

ِٓ ثٍغ اصٕزٟ ػشوح ٍٕخ ٚػٕل اٌؾٕبثٍخ ِٓ ثٍغ ػشو ٍٕٛاد فلا ٠ضجذ إٌَت ِٓ 

اٌظغ١و غ١و اٌجبٌغ ؽزٝ ٌٚٛ ٌٚلرٗ أِٗ ٤وضو ِٓ ٍزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ ػمل اٌيٚاط 

لطغ ػؼٖٛ  ٚلا ٠ضجذ إٌَت فٟ هأٞ اٌّبٌى١خ ِٓ اٌّغجٛة اٌَّّٛػ ٚ٘ٛ اٌنٞ

اٌزٕبٍٍٟ ٚأٔض١بٖ أِباٌقظٟ ٚ٘ٛ ِٓ لطؼذ أاٌيٚاط ٚلا ٠ضجذ إٌَت فٟ هأٞ 

اٌّبٌى١خ ِٓ اٌّغجٛة اٌَّّٛػ ٚ٘ٛ اٌنٞ لطغ ػؼٖٛ اٌزٕبٍٍٟ ٚأٔض١ب٘أِب اٌقظٟ 

ٚ٘ٛ ِٓ لطؼذ أٔض١بٖ أٚ ا١ٌَوٜ فمؾ ف١وعغ فٟ شأٔٗ ٥ٌؽجبء اٌّقزظ١ٓ فإْ لبٌٛا 

لا٠ٌٛل ٌٗ ٠ضجذ إٌَت ِٕٗ ٠ٚضجذ إٌَت فٟ هأٞ ٠ٌٛل ٌٗ صجذ إٌَت ِٕٗ ٚإْ لبٌٛا 



اٌشب فؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ِٓ اٌّغجٛة اٌنٞ ثمٟ أٔض١بٖ فمؾ ِٚٓ اٌقظٟ اٌنٞ ٍٍذّ 

فظ١زبٖ ٚثمٟ مووٖ ٚلا ٠ضجذ ِٓ اٌَّّٛػ اٌّمطٛع ع١ّغ مووٖ  ٚأٔض١١ٗ اٌشوؽ 

ىبْ اٌضبٟٔ . أْ ٠ٍل اٌٌٛل ثؼل ٍزخ أشٙو ِٓ ٚلذ اٌيٚاط فٟ هأٞ اٌؾٕف١خ ٚ ِٓ إِ

اٌٛؽء ثؼل اٌيٚاط فٟ هأٞ اٌغّٙٛه فأْ ٌٚل ٤لً ِٓ اٌؾل ا٤كٔٝ ٌّلح اٌؾًّ 

ٟٚ٘ ٍزذ أشٙو لا ٠ضجذ َٔجٗ ِٓ اٌيٚط ارفبقً ٚوبْ ك١ٌلاً ػٍٝ أْ اٌؾًّ ٖ ؽلس 

لجً اٌيٚاط إلا إما اكػبٖ اٌيٚط ٠ٚؾًّ اكػبؤٖ ػٍٝ أْ اٌّوأحؽٍّذ ثٗ لجً اٌؼمل 

ٕبء ػٍٝ ػمل فبٍل أٚ ٚؽء ثشجٙخ ِواػبح ػ١ٍٙب إِب ثٕبء ػٍٝ ػمل آفو ٚإِب ث

ٌّظٍؾذ اٌٌٛل ٍٚزواً ٥ٌػواع ثمله ا٦ِىبْ. اٌشوؽ اٌضبٌش. إِىبْ رلال١ب 

اٌيٚع١ٓ ثؼل اٌؼمل: ٚ٘نا شوؽ ِزفك ػ١ٍٗ ٚإّٔب اٌقلاف فٟ اٌّواك ثٗ أ٘ٛ ا٦ِىبْ 

ٚاٌزظٛه اٌؼمٍٟ أٚ ا٦ِىبْ اٌفؼٍٟ ٚاٌؼبكٞ؟ لبي اٌؾٕف١١خ اٌك أْ اٌزظٛه 

ىبْ اٌؼمٍٟ شوؽ فّزٝ أِىٓ اٌزمبء اٌيٚع١ٓ ػملاً صجذ َٔت اٌٌٛل ِٓ اٌيٚط ٚا٦ِ

إْ ٌٚلرٗ اٌيٚعخ ٌَزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ اٌؼمل ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ضجذ اٌزلالٟ ؽَبً فٍٛ 

ريٚط ِشولٟ ِغوث١خ ٌُٚ ٠ٍزم١ب فٟ اٌظٙو ِلح ٍٕخ فٌٛلد ٌٚلاً ٌَزخ أشٙو ِٓ 

ٓ ثبة اٌىواِخ ٚوواِبد ا١ٌٚ٤بء ربه٠ـ اٌيٚاط صجذ إٌَت لا ؽزّبي رلال١ّٙب ِ

ؽك لزظٙو اٌىواِخ ثمطغ اٌَّبفخ اٌجؼ١لح فٟ اٌّلح اٌم١ٍٍخ ٠ٚىْٛ اٌيٚط ِٓ أً٘ 

 اٌقطٛح اٌن٠ٓ رطٜٛ ٌُٙ اٌَّبفبد اٌجؼ١لح

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab 

penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan 

kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak 

darl ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 

2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah 

(menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). 

Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang 

Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim 



seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, 

nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. 

Dalilnya hadits yang berbunyi,  “Nasab seorang anak 

itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan 

persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy 

dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan 

tetapi, penentuan nasab dalam hal lnl harus sesuai dengan 

syarat-syarat sebagai berikut.“ Syarat Pertama, sang suami 

termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili 

istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, 

Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka 

berbeda pendapat dalam penentuan usia murahiq (dewasa). 

Menurut Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, namun 

menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh 

tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil 

yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa 

kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. 

Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari 

orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang alat 

kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang 

dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. 

Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter 

spesialis. ]ika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak 

maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, 

nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyyah 



dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majbub 

yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga 

diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan 

hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak 

tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan 

buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak 

terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat 

ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah 

menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut 

dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu 

enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak 

tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan 

bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, 

kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah 

dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar 

nikah, atau bisa iuga karena ada akad lain, atau bisa juga 

karena akad yang fasid, atau karena wath‟i syubhah. Dan hal 

itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup 

aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan 

kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para 

ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda 

pendapat pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah 

yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan 

biasa. Ulama Hanafiyah berkata, “tashawur dan imkaan al-

„aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan 



suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan 

diikutkan kepada suami, jika memang terlahir enam bulan 

setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara 

hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, 

namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu 

tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan 

anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih 

ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun 

dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. 

Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang 

sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan 

dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika 

memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat 

bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat 

cepat”. 
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ٚإْ اكػٝ اٌيٚط أٔٗ ِٓ اٌٛاؽئ فمً ثؼغ أً٘ اٌٍؼٍُ ٠ؼوع ػٍٝ اٌمبفخ ِؼّٙب 

ف١ٍؾك ثّٓ أٌؾمزٗ ِّٕٙب فإْ أٌؾمزٗ ثبٌيٚط ٌؾك ٌُٚ ٠ٍّه ٔف١ٗ ثبٌٍؼبْ ٚ٘ٛ أطؼ 

ت اٌشوػٟ فٟ رؾ١ًٍ فظبئً كَ اٌوٚا٠ز١ٓ ػٓ أؽّل ٌٚٓ أٔٗ ٠ٍّه الاٍزؼبٔخ ثبٌط

وً ِٓ اٌوع١ٍٓ ٚا٤َ فإْ رشبرٙذ فظبئً اٌلَ ػّٕٙب أفن ثبٌمبفخ ٚإْ افزٍفذ فإْ 

وبْ أؽلّ٘ب )أ( ٚا٢فو)ة( ٚا٤َ )ٚ( فإْ عبء اٌٌٛل )ٚ( هعؼٕب إٌٝ اٌمبفخ ٚإْ 

عبء )أ( وبْ ٌّٓ فظ١ٍزٗ )أ( ٚإْ عبء )ة( وبْ ونٌه ٚإْ عبء )أة( هعؼٕب إٌٝ 

ؾزًّ أْ ٠ٍؾك اٌيٚط ٤ْ اٌفواُ كلاٌزٗ ألٜٛ  فٙٛ ِوعؼ ٤ؽل اٌمبفخ ٠ٚ



الاؽزّب١ٌٓ ف١ٍؾك ثبٌيٚط ٠ّٚىٓ أْ ٠ٍؾك ثّٙب ٌُٚ ٠ٍّه اٌٛاؽئ ٔف١ٗ ػٓ ٔفَٗ 

ٌٍٚيٚط أْ ٠ٕف١ٗ ثبٌٍؼبْ ٚ٘نا إؽلٜ اٌوٚا٠ز١ٓ ػٓ أؽّل ٚإْ ٌُ رٛعل اٌمبفخ أٚ 

رون إٌٝ أْ ٠ىجو إٌٝ أٔىو اٌٛاؽئ اٌٛؽء أٚ اشزجٗ ػٍٝ اٌطت اٌشوػٟ أٚ اٌمبفخ 

 ٚلذ الأزَبة فإْ أزَت إٌٝ اٌيٚط ٚاإلا ٔفبٖ ثبٌٍؼبْ 

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan 

bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna 

masingmasing pihak. Jika terjadi kecocokan maka 

pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen 

seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus 

berani sumapah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. 

Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak 

mengingkari berbuat zina maka hukumnya dibiarkan sampai 

anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika 

terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak 

mau maka harus sumapah lian”.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Perkawinan  disebut juga “pernikahan”, berasal 

dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasuk-masukan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wathi).
1
 Tujuan nikah menjaga nasab agar tetap 

bersih.
2
 Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah 

ajaran islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang 

dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian 

nasab.
3
 

Nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang 

kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang 

bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. 

Adapaun pengertian nasab secara terminologi yaitu keturunan 

atau kerabat. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan 

keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 

2008), hlm. 7. 
2
 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat (Duta Grafika, 1989), hlm. 7. 

3
 M. Nurul Irfan, Nasab dan status Anak dalam Hukum Islam 

(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 7. 
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darah ke atas (bapak, kakek, ibu nenek dan seterusnya), ke 

bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping 

(saudara, paman, bibi, dan lain lain). Pada dasarnya definisi 

nasab secara syara sudah bersifat Jami’ dan mani’, artinya 

sudah dapat mencakup dan mewakili  semua aspek yang ada 

didalamnya. Seperti yang diuraikan Esiklopedia Hukum Islam 

dengan menanmbahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya 

dibentuk melalui pernikahan yang sah saja, melainkan juga 

melalui perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara 

syubhat.
4
 

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan 

bahwa nasab seseorang  kepada ibunya terjadi dengan sebab 

kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan 

dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan 

berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan 

gelap, samen leven, perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan 

nasab anak dengan ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan 

memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama 

melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang 

fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan 

ketiga, melalui hubungan badan secara syubhat.
5
 

                                                           
4
Ibid., hlm. 25-26.  

5
Ibid., hlm. 61. 
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Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas 

dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur 

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Ayat (2)menyatakan: 

 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undanganyang berlaku”.Dalam versi 

Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur 

dalam Pasal 5 dan 6.Namun karena pencatatan 

perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di 

bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan”. 

 

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

“pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon 

galodhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

 

Pasal 3,  

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

(tenteram, cinta dan kasih sayang)”. 
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Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan 

istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi 

dengan menggunakan term-term Qur’ani seperti mitsaqon 

ghalidhon, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan,  

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 

Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan.
6
 

Menurut pandangan para ulama klasik, status anak 

dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya pada ibunya, 

meski mereka menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya.Hal ini dikaitkan dengan pendapat ulama 

yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah 6 bulan 

setelah perkawinan ibunya, anaktersebut dapat diingkari oleh 

bapaknya dan nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada 

bapaknya. Dari pandangan fikih ini dapat dijelaskan bahwa 

masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir dari wanita 

yang hamil di luar nikah diakui kenasabannya kepada 

                                                           
6
 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2015), hlm. 51. 
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bapaknya, jika wanita menikah dan ia melahirkan anaknya 

setelah mereka menikah lebih dari 6 bulan.
7
 

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi 

menetapkan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau 

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang 

menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 

1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) 

yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

                                                           
7
 Asep Saefudin Jahar, &Euis Nurlaelawati, HUKUM 

KELUARGA PIDANA DAN EKONAMI, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 51. 
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menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya”.
8
 

Anak diluar nikah dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya 

secara hukum anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam 

persoalan anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan 

bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan 

hukum. Asumsi Mahkamah Konstitusi adalah, hukum harus 

memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak 

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. 

Oleh karena itu. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusannya sebagai berikut:  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibukitkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah temasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya”. 

                                                           
8
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010. 
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Anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat. Maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam ( KHI ). Menurut KHI, anak angkat adalah anak 

yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dan 

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan Pengadilan. 

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui 

untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip 

pokok dalam kewarisan adalah hubungan 

darah/nasab/keturunan sebagai solusinya menurut Kompilasi 

Hukum Islam adalah dengan jalaan pemberian “Wasiat 

Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan 

orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 

maka diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 

dari harta warisan orang tuaangkatnya.
9
 

 

Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar 

nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.Namun 

                                                           
9
 Hasil Putusan Bahtsul Masail Waq’iyah Munas Alim Ulama 

Dan Konbes NU NTB 23-24 November 2017. 
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setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang 

mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan 

perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan 

permasalahan hukum baru. Dari paparan di atas maka ada 

perbedaan makna anatara Hubunga Perdata dan Hubungan 

Nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan 

Bahtsul  masail waqi’ah. 

Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti lebih lanjut 

mengenai status dan hak anak di luar nikah  baik memahami 

secara fiqh dan hukum positif. Untuk itu penulis mengambil 

judul, “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 

BAHTSUL MASAIL WAQI’IYAH MUNAS ALIM 

ULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 NOVEMBER 

2017 TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR 

NIKAH”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat 

ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Status dan Hak Anak dalam Putusan Bahtsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB 23-24 November 2017. 

2. Bagaimana Istimbat Hukum Mengenai Status Dan Hak 

Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Putusan Btahsul 
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Masail Waqi’uah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB 23-24 November 2017. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan bagaimana status dan hak anak di luar 

nikah Dalam Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas 

Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 

2017. 

2. Untuk menjelaskan metode Istimbat Hukum dalam 

putusan status dan hak anak di luar nikah dalam 

Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama 

Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017. 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan 

dengan Hukum keluarga. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi 

pemahaman baru tentang status dan hak anak diluar nikah 

dalam pandangan hukum perdata dan fikih Serta dijadikan 
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referensi atau acuan dalam masalah-masalah status dan 

hak anak diluar nikah. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak 

lain adalah membedakan penelitian terdahulu sama atau tidak 

dan untuk menghindari plagiasi. Berdasarkan penelusuran 

penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun 

lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi 

(2011) dengan judul “Status Anak Diluar Nikah (Studi 

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 

408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar 

Nikah)”.Hasil dari penelitian ini Majelis hakim mengabulkan 

permohonan Pemohon, menetapkan anak bernama Ramdhani 

Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada tanggal 13 November 

2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon yang 

bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan 

Termohon yang bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad 

Zair berdasarkan pengakuan Pemohon, dengan pertimbangan 

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 

Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka 
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perlindungan dan ke-maslahat-an anak yang telah terjadi 

proses pembuahannya di luar nikah.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Srijunida 

(2015) dengan judul skripsi “Status Anak Luar Kawin 

Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi”dengn hasil penelitian Anak yang lahir 

diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri 

yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan 

kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan 

ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak 

alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami 

(genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardian warista 

Wardana (2015) denga judul skripsi “Tinjauan Yuridis 

Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak 

Sah”dengan hasilPasca putusan MK mengenai Pasal 43 ayat 1 

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat 

                                                           
10

 Alfian Qodri Azizi, Skripsi Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 

2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah), (fakultas syariah 

Iain Walisongo Semarang), 2011 

 
11

 Wilda Srijunida, Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi 

Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, ( Fakultas Syariah Dan 

Hukum Uin Alauddin Makassar ), 2015 
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kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang 

melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil 

majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada 

keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak 

dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan 

perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus 

menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 

declaratior constitutief yang artinya menegaskan bahwa Pasal 

43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 

1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum 

baru tentang permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak 

luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum, 

termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

menyebutkan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri”.
12

 

Jurnal Ilmu Hukum, yang dibuat oleh Seminarkan 

dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum 

Dan Setelah Putusan Mahkmaah Konstitusi 

Nomor46/Puu/Vii/2010” kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu 

Menurut pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum judicial 

                                                           
12

 Ardian Warasta Wardana, Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar 

Kawin Menjadi Anak Sah, Universitas muhamadiyah Syrakarta), 2015. 
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review, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya dan bukan anak dari ayah bilogisnya. Hubungan 

perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya 

melaluitindakan pengakuan dengan persetujuan 

ibunya.Menurut pasal 43 ayat (1) setelah judicial review, tidak 

diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan 

perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK 

tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak 

sah.Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya 

dapatmembuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah 

biologisnya.
13

 

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan diatas 

adalah fokus membahas hasil putusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB 23-24 

November 2017 mengenai Status dan Hak Anak Yang Lahir 

Di Luar Nikah. 

  

                                                           
13  Muchammad Fajar Nur Saputra - A01112223, “  Kedudukan Anak 

Luar Kawin Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/Puu-Viii Tahun 2010,” Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa 

S1 Prodi Ilmu Hukum Untan (  Vol 4, No 3 (2016) 

 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/issue/view/577
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library reseach 

yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai 

penelitian hukum normatif.
14

 Penelitian ini merupaka 

penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan 

sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun 

fenomena melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.
15

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh alim ulama 

dalam putusan status dan hak anak di luar nikah Bahtsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

Ntb  23-24 November 2017. 

2. Sumber Data Dan Bahan Hukum 

Sumber data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data skunder yang faktual dan dapat 

dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

                                                           
14

Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif, 

(Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14. 
15

 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam praktek, 

(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13. 
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peneliti dari objek penelitiannya.
16

 Yaitu data-

data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan 

masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang 

dimaksud antara lain: Al-Qur’an, buku-buku 

karangan ilmiah, perundang-undangan, dan 

sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang diajukan. Antara lain: 

a) Bahan hukum Primer, meliputi 

1. Hasil keputusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan 

Konbes NU NTB, 23-24 November 

2017. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  

48/PUU-VIII/2010. 

3. Kompilasi Hukum Islam 

3. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum prime, yang terdiri dari buku-buku, 

jurnal, makalah dan tulisa yang terkait. 

4. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan ang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tehadap bahan hukum primer dan bahan 

                                                           
16

 Ibid. 
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hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain 

sebagainya. 

3. Teknik Pengempulan Data 

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan 

menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan 

dengan tema kajian.
17

Di antaranya dokumen yang penulis 

gunakan adalah Hasil Keputusan Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB 

tahun 2017. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau 

pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan 

tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang 

bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan 

mendukung pembuatan keputusan.
18

Analisis data 

dilakukan secara Kualitatif.Data yang diperoleh dengan 

metode Induktif, kemudian digeneralisasikan serta 

                                                           
17

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

Komunikasi, ekonomi & kebijakanp ublik serta Ilmu sosial lainnya, (Jakarta : 

Kencana prenada Media grup), hlm. 144. 
18

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253. 
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dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif 

berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun. 

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bagaimana istimbat hukum para alim ulama dalam 

memutus status dan hak anak di luar nikah Bahtsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim dan Konbes NU di Nusa 

Tenggara Barat. 

5. Langkah-langkah analisis data 

a. Reduksi Data, Maksud dari reduksi data adalah 

kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan 

memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-

data yang kita dapatkan dari sumber data melalui 

beragam teknik pengumpulan data yang kita 

lakukan. 

b. Display Data adalah menyajikan data kualitatif 

menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan 

dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, 

chart, dan network. Ketika pola-pola yang 

ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan 

didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola 

bakuyang selanjutnya dapat disajikan dalam 

laporan akhir penelitian misalnya skripsi. 
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c. Kesimpulan dan verifikasi, Langkah terakhir dalam 

analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles 

& Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis 

data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian 

proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi 

maksudnya peneliti meninjau kembali atau 

mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia 

peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap 

data tersebut. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar 

lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, 

maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Di bab ini memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penulisan 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH 

DAN AKIBAT HUKUMNYA 

Dalam bab ini memberika penjelasan tentang 

status hak anak di luar nikah dan akibat 

hukumnya. Meliputi pengertian anak, status 
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dan kedudukaan anak (anak sah, anak luar 

kawin) dan Nasab. 

BAB III : PUTUSAN BATHSUL MASAIL 

WAQI’IYAH MUNAS ALIM ULAMA 

DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS 

ANAK DI LUAR NIKAH 

Dalam bab ini menjelaskan sejarah bathsul 

masail, manhaj bathsul masail dan isi putusan 

bathsul masail waqiiyah. 

BAB IV : ANALISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL 

WAQI’IYAH MUNAS ALIM ULAMA 

DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017 TENTANG STATUS 

ANAK DI LUAR NIKAH 

Bab ini penulis menjelaskan analisis tentang 

status dan hak anak di luar nikah, istimbat 

hukum alim ulama dalam keputusan bahtsul 

masail waqi’iyah munas alim ulama dan 

konbes NU NTB, 23-24 November 2017. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisi 

bab sebelumnya kemudian saran dan penutup. 
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BAB II 

STATUS HAK ANAK DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT 

HUKUMNYA 

 

A. PENGERTIANANAK 

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang 

memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain 

tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. 

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang 

terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya 

antara lain sebagai berikut:  

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:  

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang ' 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena 

dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 

asasi anak merupakan bagian dan' hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
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pedindungan dan' tindak kekerasan dan diskriminasi 

serta hak sipil dan kebebasan”. 

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia 

secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-Iaki sebagai 

ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara 

biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki 

orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi 

si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya. 

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan 

antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan 

benih dari seorang Iaki-Iaki yang disebut spermatozoa, yang 

kemudian menyatu menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin 

dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia 

(bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir 

kedunia tanpa ada peran dari seorang Iaki-iaki yang telah 

menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, 

sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan 

ibu kandungnya. Namun tidak demikian dalam pandangan 

hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa 

keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua 

sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam 

ketentuanUU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa 

disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar 

kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang 

tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih 
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ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang 

tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki 

ayah maupun ibu secara yuridis. 

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang 

dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat 

digolongkan menjadi: 

1) Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut 

hukum agama maupun hukum negara, maka ketika 

lahir si anak akan menyandang predikat sebagai 

anak yang sah. 

2) Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik 

menurut hukum agama maupun hukum negara, 

maka ketika lahir si anak akan menyandang 

predikat sebagai anak tidak sah (anak luar 

kawin).
19

 

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

                                                           
19

 Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar 

Kawin,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hlm.4-7. 
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potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 

negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

 Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana 

diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami 

secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia 

dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan 

berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya 

definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, 

misalnya: 

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan 

usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun 

bagi laki-laki. 

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah 

kawin. 
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3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

mendefiniskan anak adalah orang yang dalam perkara 

anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum 

mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

membolehkan usia bekerja 15 tahun. 

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak 

Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi 

anak: 

“Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, 

kecuali menurut undang-undang yang bertaku pada anak, 

kedewasaan dicapai lebih awal”. 

Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah 

lahir UU Perlindungan anak yang dalam strata hukum 

dikategorikan sebagai lex specialiist, semua ketentuan 

lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk 
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kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan 

hak anak.
20

 

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 

angka 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia l8 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  

 

Pasal 330 ayat (1) KUHPer 

“seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut 

umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang 

tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. 

 

Menurut islam anak adalah manusia yang belum 

mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa 

ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai 

dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak 

berapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai 

anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. 

Klasifikasi anak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

                                                           
20

Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), 8-10. 
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a. Anak kandung 

Anak kandung berati anak sendiri yakni anak yang 

dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah 

berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Anak 

kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap 

keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, 

pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti 

anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Setelah anak itu 

dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri. 

b. Anak angkat 

Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan 

bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan 

sebagai anak sendiri. Pemindahan ini bukan hanya 

pemindahan hak milik, tetapi pemindahan keturunan 

dengan seluruh konsekwensinya. Ini sama dengan 

pencurian dan pemalsuan hanya menggunakan istilah dan 

cara yang berlainan. 

c. Anak susu 

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari 

seorang wanita tertentu. Kebiasaan penyusuan yang 

demikian rupa diterima oleh islam, karena banyak 

manfaatnya. Sang ibu kandung tidak wajib menyusukan 

anaknya sekalipun tidak ada penderitaan tertentu atau 

sebab yang jitu. Sang ibu adalah manusiaisteri yang 
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diperlukan oleh suami dan menyiapkan diri untuk 

meladeni kepentingan pribadinya. 

d. Anak pungut 

Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimanapun 

juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari 

kesengsaraan dan kehancuran  pribadinya.
21

 

 

B. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK 

A. Anak sah 

Di Negara Indonesia, masalah status anak sah ini 

terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. 

Hal ini dapat diketahui bahwa karena pluralisme suku 

bangsa, terutama dari segi hukum agama dan adat 

kebiasaan, maka tentunya kententuan hukum yang berlaku 

juga berbeda. Ada tiga hukum yang masih berlaku, yaitu 

hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat sebagai 

hukum yang tidak tertulis yang masih tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia.
22

 

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah 

adalah pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

yang sah; kedua, anak yang dilahirkan seebagai akibat 

                                                           
21

 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: 

Karya Abadi Jaya, 2015), 87-90. 
22

 Rokhmadi, Status Anak di Luar Perkawinan, (Semarang: 2012), 21. 
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perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak 

dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.
23 

Jika mencermati pasal 42 tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa di dalam pasal tersebut masih memberi 

toleransi hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan 

yang sah, meskipun jarak antara perkawinan orang tuanya dan 

kelahiran anaknya kurang dari batas waktu minimal usia 

kandungan minimal 6 bulan. Jadi, selama bayi yang di 

lahirkan pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, 

maka anak tersebut adalah anak sah.
24

 

Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam 

Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-

Undang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui UU 

Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak 

yang sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai 

kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Ketentuan 

dalam Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi: 

a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, 

yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan 

yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil; 

                                                           
23

 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 149. 
24

 Ibid., Rokhmadi, hlm. 24-26. 
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b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang 

sah. yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah 

perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian 

orangtuanya bercerai.
25

 

Sedangkan berdasarkan teori para doktrinal anak sah 

memiliki pengertian antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan 

anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan 

yang sah menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. 

b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak 

adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah 

atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang 

anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita 

yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang 

mengawini ibunya yang membenlhkan anak tersebut 

adalah ayahnya. 

c. Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam 

suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah 

mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan 

dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah 

bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang 

melahirkannya beradadalam ikatan perkawinan yang 

sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap 
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 Ibid., Rosnidar Sembiring, hlm. 149. 
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anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang 

melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan 

dengan seorang pria. 

d. Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa 

dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari 

tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami 

itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.
26

 

Menurut Fikih Islam, menganut pemahaman yang cukup 

tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak 

ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan 

anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-

Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah 

adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan 

yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) 

yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. 

 

Secara implisit al-Qur'an, 23/ 5-6 menyatakan: 

وجِهِم ۡ  موَٱلَّذِينَ ى   ر  فِظ ونَ  ۡ  لِف  جِهِمۡ  أزَ ۡ  إِلََّّ عَلَىَٰ  ٥حََٰ مَا  ۡ  أَو ۡ  وََٰ
مۡ  أَي ۡ  مَلَكَت ه  ن   م ۡ  مََٰ ه  ن َّ ر  مَل ومِينَ ۡ  غَي ۡ  فإَِ (QS Fatir [23]: 5-

 

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, 

maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” 

  

                                                           
26

 Witanto, Hukum Keluarga (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 38-39. 



32 
 

Selanjutnya di dalam surah al-Isra', 17/ 32 juga 

dijelaskan:  

ۡ  رَب واْ ٱلزِّنَىَٰ ۡ  وَلََّ تَق -QS al)٢٣اۡ  ءَ سَبيِلۡ  وَسَا ۡ  كَانَ فََٰحِشَة  ۥإنَِّو   ۡ 

Isra [17]: 32)

“Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah 

perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. “ 

 

Larangan-larangan al-Quran di atas, tidak saja 

dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, 

tetapi yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk 

dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya 

adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah SWT 

tersebut.
27

 

Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan 

anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka 

dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, 

untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an 

menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan 

mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga 

Al-Qur'an mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si 

anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini 

dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut 

kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, 
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tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya 

yang mampu. Firman Allah: 

ت  ي رۡ  وَٱل۞ لِدََٰ أَراَدَ  ۡ  لمَِن ۡ  نِ ۡ  نِ كَامِلَيۡ  لَيۡ  لََٰدَى نَّ حَوۡ  نَ أَوۡ  ضِعۡ  وََٰ
وَكِسۡ  رِز ۥل ودِ لوَ  ۡ  مَوۡ  وَعَلَى ٱل ۡ  أَن ي تِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ  نَّ  ه  نَّ ۡ  ق   ه  ت   وَ

لِدَة  رَّ ۡ  لََّ ت ضَا ۡ  عَهَاۡ  سٌ إِلََّّ و سۡ  لََّ ت كَلَّف  نَف ۡ  ر وفِ ۡ  مَعۡ  بٱِل  ۡ  وََٰ
أَرَادَا  ۡ  فإَِن ۡ  ل  ذََٰلِكَ ۡ  وَارِثِ مِثۡ  وَعَلَى ٱل ۦ بِوَلَدِهِ  ۥلَّو   ۡ  ل ودۡ  بِوَلَدِىَا وَلََّ مَو

رَاض تَ  نَاحَ عَلَي ۡ  ى مَا وَتَشَاو رۡ  مِّن ۡ  فِصَالَّا عَن   ۡ  وَإِن ۡ  ىِمَاۡ  فَلََ ج 
دَك مۡ  اْ أَوۡ  ضِع وۡ  تَرۡ  أَن تَس ۡ  أَرَدتُّم نَاحَ عَلَي ۡ  لََٰ إذِاَ  ۡ  ك مۡ  فَلََ ج 
واْ ٱللَّوَ وَٱع ۡ  ر وفِ ۡ  مَعۡ  ت م بٱِلۡ  ءَاتَي ۡ  ت م مَّاۡ  سَلَّم ق  ت َّ اْ أَنَّ ٱللَّوَ ۡ  لَم وۡ  وَٱ

  ٣٢٢ ۡ  مَل ونَ بَصِيرۡ  بِمَا تَع
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]:133) 

 

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan 

bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban 

yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan 
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ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, 

bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang 

bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk 

membayar perempuan yang menyusui secara makruf. 

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan 

anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut 

Muhmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip diatas, Al-

Quran menjelaskannya secara eksplisit (sharih) tentang 

tanggung jawab seorang ayah.
28

 

 

B. Anak Di Luar NIkah 

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan 

adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anakyang lahir 

sebagai akibat zina dan/atau li’an, hanya mempunyai 

hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya 

menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya 

pemahaman kaum syi’ah, anak yang tidak mempunyai 

hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang 

melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris 

dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara 
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Republik Indonesia tempak pemberlakuan berbagai sistem 

hukum.
29

 

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) 

golongan, yaitu: 

1) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita yang salah satu atau keduanya terikat 

dengan perkawinan lain; 

2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari 

hubungan antara seorang pria dengan seorang 

wanita yang menurutundang-undang tidak 

diperkenankan melakukan perkawinan satu sama 

lain; 

3) Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan,tetapi kedua orangtuanya tidak terikat 

dengan perkawinan lain. 

Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak 

semuanya dapat memperoleh harta warisan dari 

orangtuanya.Hanya anak alami saja yang dapat 

memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan 

khusus melalui lembaga pengakuan.Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengenai anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan atau anak luar kawinmengenal 
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lembagapengakuan dan pengesahan anak.Lembaga 

pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata 

yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang 

dilakukan terhadap seorang anak luarkawin, timbullah 

hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau 

ibunya.Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibumya dan keluarga ibunya.
30

 

Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 mengatur 

tentang Asal-usul Anak dalam Pasal 42, 43, dan 44. 

Memerhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi 

toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam 

perkawlnan yang sah. meskipun jarak antara pernikahan 

dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia 

kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung Itu lahir 

pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka 

anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak 

mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam 

pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. 

Dalam Kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang 

diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 102 

Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia 
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bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk 

menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya. 

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang 

lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari 

sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa 

istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang 

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada 

Pengadilan Agafna. 

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu 

tersebut tidak dapat diterima. 

Batasan 180 hari atau 6 bulan diatasnya ternyata tidak 

menjelaskan batas minimai usia kandungan, demikian 

juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi 

dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu 

untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. 

Al-Qur'an memberi petuniuk yang jelas tentang masalah 

ini. 

Batas minimai usia bayi dalam kandungan adalah 6 

bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. 

Ketentuan ini diambil dari firman Allah: 

لِدَيۡ  ناَٱلۡ  وَوَصَّي نَ بِوََٰ نااۡ  هِ إِحۡ  إنِسََٰ ر  ۥه  أ مُّو  ۡ  حَمَلَت ۡ  سََٰ ا ۡ  هۡ  ك 
ل و   ۥل و  ۡ  وَحَم ۡ  اۡ  هۡ  ه  ك رۡ  وَوَضَعَت ث ونَ شَو ۥوَفِصََٰ لََٰ إذِاَ  ۡ  حَتَّىَٰ  ۡ  رااۡ  ثَ 



38 
 

غَ أَش دَّه   لَ غَ أَر ۥبَ  لَ بَ   ۡ  أَن ۡ  نِيۡ  زعِۡ  قاَلَ رَبِّ أَو ۡ  بعَِينَ سَنَةۡ  وَ
لِدَيَّ وَأَنۡ  عَمۡ  أَن ۡ  مَتَكَٱلَّتِيۡ  نِع لِحۡ  أَع ۡ  تَ عَلَيَّ وَعَلَىَٰ وََٰ ا ۡ  مَلَ صََٰ
ۡ  يَّتِيلِي فِي ذ رِّ  ۡ  لِحۡ  ضىََٰو  وَأَصۡ  تَر كَ وَإِنِّي مِنَ ۡ  ت  إِلَيۡ  إِنِّي ت ب ۡ 

  ٥٥لِمِينَ ۡ  م سۡ  مِنَ ٱل
15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 

baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 

mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila 

dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun 

ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah 

diri" (QS Al-Ahqof: 15) 

 

لِدَيۡ  ناَٱلۡ  وَوَصَّي نَ بِوََٰ  ۡ  نۡ  ناا عَلَىَٰ وَهۡ  وَه ۥه  أ مُّو  ۡ  هِ حَمَلَتۡ  إنِسََٰ
ل و   لِدَي ۡ  ك رۡ  نِ أَنِ ٱشۡ  فِي عَامَي ۥوَفِصََٰ   ٥١مَصِير  ۡ  كَ إِلَيَّ ٱلۡ  لِي وَلِوََٰ

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.(QS Luqman [31]:15) 

 

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui 

para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan 

bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 

30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya 
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setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan 

waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi 

membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di 

dalam kandungan. 

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang darl enam 

bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada 

bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. 

la hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan 

keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).
31

 

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah 

bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) 

yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak 

mendapatkan batu”. (HR. Muslim) 

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari 

berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa 

pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap 

sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah 

biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak 

adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan 

sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana 

lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu 

berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib 

memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, 
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bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” 

kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, 

serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam 

pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara 

keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat 

Islam. 

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai 

wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad 

nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu 

Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat 

bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula 

mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. 

Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak 

ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh 

Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai 

hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa 

menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat 

hubungan keharaman. Berkaitan dengan status anak zina 

sebagaimana uraian di atas, lbnu Hazm berpendapat 

bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya 

melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, 

alasannya adalah tindakan Rasulullah  yang 

menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di-

li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab 

kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun 
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haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Hal ini hanya 

nasab anak kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah 

kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama 

terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak 

luar nikah bisa dipahami. Putusan MK itu dikeluarkan 

pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 atas uji materi 

UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: 

“anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga 

ibunya dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan 

UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”. 

Selain beberapa faktor sebagai akibat hukum 

perbuatan zina di atas, An-Nawawi dalam uriannya 

tentang iddah mengatakan bahwa apabila ada seorang 

lelaki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina 

itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 

'iddah itu mempunyai tujuan untuk memelihara 

kemurnaian nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina 

tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan 

anak yang lahir akibat perzinaannya.
32
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Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat 

memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika 

orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Pasal 272 

dan Pasal 28Q KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari 

perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh 

perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka 

bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah 

melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu 

atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta 

perkawinannya sendiri. 

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, 

tenahir/ah hubungan perdata antara anak itu dengan 

ayah atau ibunya”. 

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata 

yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan 

darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk 

mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini 

sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH 

Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat 

dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak 

dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH 

Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan 

mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur 
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berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli 

warisnya yang sah menurut undang-undang. 

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua 

biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris 

bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat 

menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap 

anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada 

ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadinya pengakuan 

lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia 

tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunannya yang 

sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan 

si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah 

dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, 

maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing-

masing setengahnya. Hal ini dapat kita temukan dalam 

ketentuan Pasal 870 KUH Perdata yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa 

meninggalkan keturunan dan suami atau isteri jatuh 

ketangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi 

pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua 

masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh 

kedua-duanya.  

Sedangkan dalam hal anak luar kawin yang meninggal 

tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri, 
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dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula 

meninggal lebih dulu, maka barang-barang yang telah 

diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila 

masih benNuiud harta peninggalan jatuh kembali 

ketangan keturunan sah dari ayahnya atau ibunya, hal itu 

berlaku pula bagi hak-hak si mati untuk menuntut kembali 

sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga 

pembeliannya masih terhutang. 

Oleh karena pada asasnya hubungan hukum itu hanya 

terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) 

yang telah mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut 

tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, 

baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si ibu yang 

mengakuinya, sehingga selain dari mereka itu tidak 

terpaut hubungan keperdataan dengan si anak. Bagi 

anggota keluarga yang lainnya si anak adalah orang lain, 

oleh karenanya mereka tidak mempunyai hak waris atas 

warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, 

begitulah kira-kira makna yang dapat kita simpulkan dari 

ketentuan Pasal 872 KUH Perdata.
33

 

  

                                                           
33

 Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Diluar 

Kawin (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 118-120. 



45 
 

 
 

C. NASAB 

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, 

yaitu  apabila terdapat kalimat  berarti 

 memberikan ciri-ciri menyebutkan keturunannya. 

Kata nasab adalah bentuk tungal yang bentuk jamaknya bisa 

nisab, seperti kata  menjadi  dan juga nusab, seperti 

kata  menjadi . Di samping itu bentuk jamak dari nasab 

adalah ansab sebagimana firman Allah: 

ورِ فَلََ  مۡ  أنَسَابَ بَي ۡ  فإَِذَا ن فِخَ فِي ٱلصُّ وَلََّ  ۡ  مَئِذۡ  يَو ۡ  نَ ه 

سَا   ٥٠٥ءَل ونَ ۡ  يَ تَ

101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi 

pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada 

pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu’minun (23) : 101) 

Selain ayat di atas, kata nasab dalam bentuk 

tunggalnya dipakai dua kali dalam Alquran, pertama dalam 

surah Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah SWT berfirman: 

جِنَّة  ۡ  عَلِمَتِ ٱل ۡ  وَلقََد ۡ  اۡ  جِنَّةِ نَسَبۡ  نَ ٱلۡ  وَبَي ۥنوَ  ۡ  وَجَعَل واْ بَي

م ه  ن َّ   ٥٥١ضَر ونَ ۡ  لَم ح ۡ  إِ

158. Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan 

antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka 

benar-benar akan diseret (ke neraka). 
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Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum 

musyrik Mekah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa 

jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah. 

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surah Al-

Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut. 

وَٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱل وكََانَ  ۡ  اۡ  رۡ  ا وَصِوۡ  نَسَب ۥا فَجَعَلوَ  ۡ  ءِ بَشَرۡ  امَ ۡ  وَى 

  ٥١ا ۡ  رَبُّكَ قَدِير

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air 

lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan 

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
34

 

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau 

perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia 

dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah 

untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang 

lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang 

jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai 

ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang 

sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya 

mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.
35
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 Ma’ruf Amin, Nasab dan status anak dalam Hukum Islam, (Jakarata: 

Amzah, 2012),  27-28. 
35

 Slamet Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.  
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BAB III 

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQI’IYAH 

MUNAS ALIMULAMA DAN KONBES NU NTB, 23-24 

NOVEMBER 2017TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI 

LUAR NIKAH” 

A. Sejarah Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran 

dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa 

memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup 

bermasyarakat dan manusia berusaha mewujudkan 

kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, 

ikatan batin, saling bantu-membantu dan kesatuan-

kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali 

persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang 

menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan 

yang baik dan harmonis. 

Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah diniyah adalah 

wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang 

didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah/ 3 Januari 1926 M, 

dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, 

mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang 

berhaluan Ahlusunnah Waljama'ah dan menganut salah 

satu mazhab empat, masing-masing Abu Hanifah an-

Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin 
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Idris asy-Syafl'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta 

mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-

pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, 

kemajuan bangsa, harkat dan martabat manusia.
36

 

Secara bahasa, Nahdlatul Ulama berasal dari dua 

akar kata, yaitu nahdlah (bangkit) dan ulama' (cerdik 

cendikia yang memahami ilmu agama). Gabungandua kata 

itu, secara sederhana dapat di artikan sebagai “kebangkitan 

ulama”  atau  “kebangunan ulama.” Sedangkan menurut 

istilah, Nahdhatul Ulama adalah organisasi sosial 

kegagamaan (jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah) yang 

berhaluan Ahlussunahwaljama'ah yang di diri kan pada 16 

Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 

1926 M) bertempat di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah 

di desa Kertopaten Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan 

tersebut, KH. Hasyim Asyari Jombang (1871-1947), KH. 

Bisri Sansuri Jombang (1881-1980), KH. Asnawi Kudus 

(1861-1959), KH. Ma'sum (1870-1972), KH. Nawawi 

(Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Alwi Abdul Aziz 

(Surabaya). Para Ulama sepakat mendirikan jam'iyah 

dengan nama jam,iyyah Nahdlatoel Oelama (NO) yang 

dipimpin oleh KH.  Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar dan 
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Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

media, 2016),  Hlm. 460-461.  
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Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha Surabaya, sebagai 

Ketua Pelaksana (tanfldziyah). 

Kelahiran NU melalui suatu proses yang sangat 

panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan 

nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Serikat 

Islam (SI) yang telah mencetak beberapa pemuda alumni 

pesantren yang bermukim di Makkah untuk mendirikan 

cabang perhimpunan itu di sana. Salah satu Ketua Sl 

Cabang Makkah adalah KH. Wahab Hasbullah (1988-1971 

M) yang kelak menjadi inisiator dan penggerak utama 

NU.
37

 

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU 

tampaknya dikatagorikan ke dalam kelompok 

pertama.Karena itu organisasi ini kemudian memperoleh 

pengesahan resmi dari Gouverneur General van 

Nederlansch-lndie pada tanggal 16 Pebruari 1930. 

Menurut Alfian, berdirinya NU lebih disebabkan 

oleh perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, 

khususnya perkembangan politik di kalangan umat Islam 

yang sangat kecil sekali memberi ruang politik bagi para 

pendiri dan pengikut NU sebelum organisasi ini didirikan. 

Alfian melihat adanya alienasi dan marginalisasi kalangan 

ulama NU dalam percaturan politik Serikat Islam (SI). 

                                                           
37

Haryanto Affandi, Edi Rohani, Pengantar Studi Aswaji An-Nahdliyah 

(Aswaja canter: yogyakarta: 2017) , hlm. 137-138. 
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Alfian mengatakan, “Sejak semula golongan Islam 

(golongan modernis dan tradisionalis-pen.) yang 

memegang peranan dalam 81 adalah mereka yang berada 

di kota-kota yang terdiriatas; (1) intelektual Islam 

berpendidikan Barat seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji 

Agussalim dan Abdul Muis; dan (2) parasantri yang 

menganut atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme 

Islam, terutama anggota Muhammadiyah. Para ulama yang 

beraliran Ahlussunnahwaljama'ah, atau pengikut mazhab-

yang sebagian karena itu disebut sebagai golongan 

tradisional (santri) yang kebanyakan terdapat di pedesaan, 

walaupun ada yang menjadi anggota atau pengurus Serikat 

Islam tidak mempunyai peranan menonjol di dalamnya.
38

 

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat 

dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik 

dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein bin 

Ali (1854-1931), Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham 

Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman as-

Saud (1876-1953 M) yang beraliran Wahabi. Semenjak 

saat itu, tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang 

semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang 

sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan 

akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan 
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Bahrul Ulum, Bodohnya NU Apa Nu Dibodohi (Semarang: Ar-ruzz, 

2002), hlm. 57. 
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agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, 

maulid Nabi dan lain sebagainya, akan segera dilarang. 

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan 

pengaruh kekuasaannya keseluruh dunia Islam. Dengan 

dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan 

kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya 

Daulah Utsmaniyyah (1922 M). Untuk itu dia berencana 

menggelar Muktamar Khilafah di kota Suci Makkah, 

sebagai penerus Khilafah yang terputus itu. Seluruh negara 

Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar 

tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang 

direkomendasikan adalah HOS Tjakroaminoto, wakil SI, 

KH. Mas Mansur (1896-1946), utusan Muhammadiyah 

(1912) dan KH. Abdul Wahab Chasbullah, utusan 

pesantren. Namun, rupanya ada permainan licik diantara 

kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. 

Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi 

resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan. 

Peristiwa itu menyadarkan para ulama” pengasuh 

pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus 

menyisah kan sakit hati yang mendalam,  karena tidak 

adalagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana 

Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di 

Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima 

kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti 
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mauled Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. 

Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad 

SAW pun berencana digusur. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa 

motif pendirian NU, pertama, motif keagamaan sebagai 

jihad fi sabilillah; kedua, adanya rasa tanggung jawab 

untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang 

ditandai dengan pelestarian ajaran empat imam madhab, 

terutama mazhab Syafi'i; ketiga, dorongan untuk 

mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan 

sosial dan ekonomi; keempat, motif politik yang ditandai 

dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu 

mendirikan cabang SI di Makkah serta obsesi hari depan 

Tanah Air merdeka bagi umat Islam, kelima, sebagai 

reaksi atas pembaharuan pemikiran Islam di Jawa melalui 

Perserikatan Muhammadiyah yang dipelopori oleh KH. 

Ahmad Dahlan (1868-1923) dan KH. Mas Manshur.
39

 

 

B. Bahtsul masail 

1. Sejarah Bahtsul masail 

Kegiatan bahstsul masail atau pembahasan 

masalah-masalah, yang dalam hal ini masalah keagamaan 

telah dilakuakan di kalangan nahdlatul ulama, semenjak 
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Kongres/Muktamar NU yang pertama pada tahun tahun 

1926. Kegiatan Bahtsul Masail tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan NUyang awalnya sebagai organisasi sosial 

keagamaan (jam'iyyah), yang lahir karena alasan-alasan 

keagamaan pula. NU adalah perwujudan tradisi 

keagamaan yang telah ada di Nusantara. Berdirinya NU 

tidak lepas dari kesadaran kaum tradisionalis akan 

tantangan yang muncul akibat timbulnya gerakan 

pembaharuan Islam. 

Orientasi keagamaan NU menjadi pertimbangan 

utama bagi kelahiran NU, disamping pertimbangan-

pertimbangan kemaslahatan sosial. Tujuan berdirinya NU 

secara tegas dapat dibaca pada pasal 3 Statuten 

Perkumpulan NU Tahun 1933 yang menyebutkan: 

Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama 

yang bermadhhab, memeriksan kitab-kitab apakah itu dari 

kitab Ahlussunnah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, 

menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal; 

berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan 

pondok pesantren, begitu pula dengan hal ichwalnya anak 

yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan 

badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, 

perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam.
40
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Namun bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan 

Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat direkonstruksi 

latar belakang munculnya bahts al-masa'il (pengkajian 

masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan 

masyarakat terhadap hukum Islam praktis ('amaliy) bagi 

kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan 

intelektual NU untuk mencari solusinya dengan 

melakukan bahts al-masa’il. Dan bila ditelusuri hasil-

hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahts al-masa'il 

pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah 

berdirinya NU. 

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa'il 

sudah ada sejak Kongres/ Muktamar 1, namun institusi 

Lajnah Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Muktamar 

XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I 

(Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk 

membentuk ”Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” (lembaga 

pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga 

permanen yang khusus menangani persoalan ke-agamaan. 

Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang 

diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di 

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang 

yang juga merekomendasikan dibentuknya “Lajnah 

Bahtsul Masa'il Diniyah” dengan harapan dapat 

menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk 



55 
 

 
 

melakukan istinbat jama'iy (penggalian dan penetapan 

hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar 

XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut akhirnya pada 

tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah 

berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 

30/A.I.05/5/1990.
41

 

Lajnah Bahtsul Masail adalah forum resmi yang 

memiliki kewenangan untuk menjawab segala 

permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga 

NU.Bahtsul Masail di tingkat Nasional diselenggarakan 

bersamaan dengan Muktamar,Musyawarah Nasional 

(Munas) Alim Ulama, atau Konferensi Besar (Konbes). 

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) tersebut kemudian 

berkembang dan ada dalam semua jajaran organisasi 

NU.LBM tertinggi adalah LBM yang diselenggarakan 

pada waktu Muktamar NU.Sejak awai berdirinya sampai 

tahun 1989, LBM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi 

bagian dari kegiatan Shuriah.Surat Keputusan PBNU di 

atas menandai pergeseran LBM dari sekedar forum 

syuriah yang ad hoc, menjadi forum yang sedikit lebih 

mandiri, meskipun tetap di bawah kepemimpinan shuriah. 

Pada perkembangannya, terjadi pergantian istilah 

Lajnah Bahtsul Masail menjadi Lembaga Bahtsul 
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Masail.Karena itu Lajnah Bahtsul Masail sekarang disebut 

dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU.Ada 

LBMNU di tingkat pusat, wilayah maupun di tingkat 

Kabupaten.
42

 

2. Manhaj Bahtsul Masail 

Membahas Lajnah Bahtsul Masa’il tidak dapat 

dilepaskan dari pembahasan fiqh empat madzhab. Adapun 

persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat 

dalam Lajnah Bahtsul Masa’il  harus tetap berada dan 

patuh pada koridor  empat madzhab ini.
43

 

Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui 

lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah 

naungan NU. Oleh karena sikap dan pandangan yang 

demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, 

para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan 

NU dalam golongan tradisionalis. 

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki 

ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah  ijtihad yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan 

sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki 

ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan 

mujtahid lebih baik taqli'd (mengikuti) kepada ulama yang 

memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi 
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persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti 

mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, 

melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab 

dalam menggali hokum. 

Faham taqlid bermadzhab menurut Said Agil 

Husein al-Munawar sebagaimana dikutip Ahmad 

Zahrosangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual 

pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung 

melalui kitab kuning.Kitab-kitab fiqh yang dipelajari 

mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya 

dengan sanad yang tidak terputus.Transmisi ilmu seperti 

itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh 

kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama.Oleh 

karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam 

kerangka pemikiran mazhab. Jadi dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan, NU dalam kerja bahth almasa’il 

nya menggunakan pendekatan mazhabi.
44

 

Lajnah Bahtsul Masa’il mempergunakan tiga 

mcam istimbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, 

yaitu: 
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Ahmad Muhtadi Ansor, Bahth Al-Masail nahdlatul ulama Melacak 
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1) Metode Qawli 

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang 

digunakan oleh ulama/ intelektual NU dalam Lajnah 

Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang 

dihadapi, kemudian mencari jawaban nya pada kitab-kitab 

fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk 

secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata 

lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" 

dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan 

metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak 

pertama kali dilaksanakannya bahts al-masa'il (1926), 

namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam 

keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 

Juni 1992).
45

 

Keputusan bathsul al-masa’il di lingkungan NU 

dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu 

mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan 

bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai 

berikut: 

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi 

oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat 

hanya satu qawl/wajah, maka dipakailah 
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qawl/wajah sebagaimana diterangkan 

dalam 'ibarat tersebut. 

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi 

oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih 

dari satu qawI/wajah, maka dilakukan 

taqrir jama'i untuk memilih salah satu 

qawl/ wajah. 

Adapun prosedur pemilihan qawl/wajah ketika 

dalam satu masalah dijumpai beberapa qawl/wajah 

dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Dengan mengambil pendapat yang lebih 

maglabah dan] ' atau lebih kuat. 

b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan 

ketentuan Muktamar I tahun 1926, bahwa 

perbedaan pendapat diselesaikan dengan 

cara memilih: 

1. Pendapat yang disepakati oleh al-

Shaykhani (al-Nawawi dan al-

Rafi'i). 

2. Pendapat yang di pegangi oleh al-

Nawawi. 

3. Pendapat yang di pegangi oleh al-

Rafi'i. 
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4. Pendapat yang di dukung oleh 

mayoritas ulama. 

5. Pendapat ulama yang terpandai. 

6. Pendapat ulama yang paling 

wara'.
46

 

2) Metode Ilhaqi 

Apabila metode qowli tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab 

mu’tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut 

dengan ilhaq al-masail bi nazairiha yakni menyamakan 

hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh 

kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan 

dengan pendapat yang sudah jadi.Salah satu contoh 

penggunaan metode ilhaqi adalah keputusan Mukatamar 

NU ke 2 di Surabaya tanggal 12 Rabi al-Tahani 1346 H/9 

Oktober 1927 M tentang memakai pen dari emas.
47

 

Namun secara resmi dan eksplisit metode ilhaqi 

baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas 

Alim Ulama NU di Bandar Lampung  tahun 1992, yang 

menyatakan bahwa untuk menyatakan masalah yang tidak 

ada qawl/wajah sama sekali maka dilakukan dengan ilhaq 

al-masa'il bi nazairiha secara jama'i. 
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47

Ibid., hlm 87. 
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Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Mulhaq bih 

(sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq 

'alayh (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), 

wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mullzaq bih 

dengan mulhaq 'alayh), oleh para mulhiq yang ahli. 

Metode penjawaban permasalahan semacam ini 

kemudian disebut sebagai metode ilhaqi. Dalam 

prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip 

qiyas.Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas 

versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq.Yaitu 

kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang 

belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada 

kepastian hukumnya berdasarkan nass al-Quran dan atau 

al-Sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum 

sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu 

yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks 

suatu kitab (mu’tabar).
48

 

3) Metode Manhaji 

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan 

masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahth al-masail 

dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah 

penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. 

Sebagaimana metode qawli dan ilhaqi, sebenarnya metode 

                                                           
48

 Ibid., hlm 89. 
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manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU 

terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak 

pula diresmikan melalui sebuah keputusan. 

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam 

bahth aI-masa'il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu 

kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, 

setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab 

mutabar maka digunakanlah metode manhaji dengan 

mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Quran, setelah 

tidak ditemukan jawabannya dalam al-Quran lalu pada 

hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada 

jawaban dari kaidah fiqhiyah. 

Secara resmi metode ini baru di populerkan 

penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama 

NU di Bandar Lampung tahun 1992.Oleh karenanya dapat 

dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era 

kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti 

bermazhab. Era ini dapat di katakan sebagai titik awal 

untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman 

beragama, khususnya dalam bahth al-masail menuju 

universalitas dan era kesadaran perlunya ”pabrik” 

pemikiran. 

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan 

sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman jumud 

(stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan 
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mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan para 

ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab 

empat mazhab, khususnya Shafi'iyah. Atau paling tidak 

Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan 

kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab 

mazhab empat tidaklah cukup dan perlu adanya semangat 

reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes, luas, 

dan mampu menghadapi tantangan zaman.
49

 

 

C. Isi Putusan Bathsul Masail 

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi’iyah Munas Alim 

Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 

Tim Perumus 

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni 

2. KH. Azizi Hasbulloh 

3. KH. Asnawi Ridlwan 

4. KH. Darul Azka 

5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan 

6. KH. Ahmad Muthohar 

7. KH. Zainal Amin 

8. KH. M. Silahuddin 

9. KH. Fathoni Muhammad 

10. KH. Nur Salim Habibi 
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l. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NlKAH 

DAN ANAK ANGKAT  

Deskripsi :  

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara 

hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina.Dalam persoalan 

anak hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak 

luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum.Asumsi MK 

adalah, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-

hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinanya masih disengketakan. Oleh 

karena itu, MK mengeluarkan putusannya sebagai berikut: 

 “Anak yang lahir diluar pernikahan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".   

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum 

lslam (KHI). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari,biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada 
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orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.  Menurut 

Hukum Islam, anak angkat tidak dapat di akui untuk bisa di jadikan 

dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan 

adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Sebagai solusinya 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian 

“Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta 

warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka 

diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya”. 

Pertanyaan : 

1. Apakah keputusan anak di luar nikah berdasarkan putusan MK 

bias di benarkan secara fiqh?  

Jawaban: 

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan 

dengan rumusan hukum fiqih. Menurut rumusan hukum 

fiqh anak yang lahir diluar nikah secara hukum positif 

hukumnya adalah tafshil ; 

a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksankan sesuai 

dengan ketetuan syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 
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b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil : 

1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum 

dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab 

kepada ibunya saja. 

2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi 

baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini 

ada tafshil: 

a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab 

kepada suami ibunya. 

b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa 

intisab kepada suami ibunya. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQI’IYAH 

MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU NTB,  23-24 

NOVEMBER TENTANG STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR 

NIKAH 

A.  Analis Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Bathsul 

Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU 

NTB,  23-24 November. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah 

Bathsul Masail yang merupakan salah satu forum diskusi 

keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk 

merespon dan memberikan solusi terhadap problematika 

aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Terhadap 

berbagai problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, 

AlQuran tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. 

Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Quran dirasa 

masih global. Sehingga para fuqoha masih merasa perlu 

merinci hal-hal yang masih global tersebut dalam bentuk 

ra‟yu atau ijtihad mereka dengan harapan hukum tersebut 

lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat. 

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar 
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perkawinan hanyamempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya.
50

 

Mengenai istilah anak sah dijelaskan dalam pasal 43 

UUP dan Pasal 44. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir 

dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak 

sah. Namun, tidak jelaskan mengenai status bayi yang 

dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan 

pada saat calon mempelai wanita itu hamil.
51

 

Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, 

jika dicermati ternyata anak tidak sah ada dua jenis, yaitu: 1. 

Anak yang sah secara materil, tetapi tidak sah secara formil 

dan 2. Anak yang tidak sah secara materil, juga tidak sah 

secara formil. Yang dimaksud anak yang sah secara materiil, 

tetapi tidak sah secara formil adalah anak yang lahir dari 

perkawinan yang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak 

tercatat di KUA dan KCS. Sedangkan anak yang tidak sah 

secata materiil dan formil adalah anak yang dilahirkan dari 

hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan 

perkawinan (kumpul kebo atau samen leven).
52

 

                                                           
50

 Lihat pasal 99-100 KHI 
51

 Zuhaidi Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 

2006), hlm. 63. 
52

 Rokhmadi, Status Anak Di Luar Perkawinan, (Semarang: 2012), hlm. 180. 
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Berkaitan dengan Hasil Bahtsul Masail Waqiiyah 

Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Nusa 

Tenggara Barat, 23-24 Vovember 201 7 sebagai berikut; 

“Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan 

dengan dengan rumusan hukum fiqih. Menurut 

rumusan hukum fiqh anak yang lahir diluar nikah 

secara hukum positif hukumnya adalah tafshil ; 

Pertama, jika dinikahi secara syar'iy yakni 

dilaksankan sesuai dengan ketetuan syarat dan 

rukunnya maka berlaku hukum nasab. wali, waris dan 

nafkah. Kedua, jika tidak dinikahi secara syar'iy maka 

ada tafshil: ( 1) Jika anak tersebut lahir pada saat 

ibunyabelum dinikahi siapapun maka anak tersebut 

instisab kepada ibunya saja. (2) Jika anak tersebut 

lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah 

biologisnya atau orang lain, disini ada tafshil (rinci): 

(a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada 

suami ibunya. (b) J ika lahir kurang dari 6 bulan maka 

tidak bisa intisab kepada suami ibunya”.  

 

Dari putusan Munas Alim Ulama NU tentang status 

dan hak anak diluar nikah adalah sesuai dengan pendapat para 

ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, antara lain: 

1. Tuhfatul Habib „Ala Syarah Khotib jilid 4 

halaman 167. 

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik 

secara nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal 

baginya karena dia merupakan orang lain. 

Alasannya tidak ada penghormatan bagi para 

pezina dengan dalil tidak berlaku juga hukum 

nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum 
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ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, 

terputusnya waris karena ijma sebagaimana 

menurut Imam Rofl akan tetapi dimakruhkan 

menikahinya. Keluar dari khilaf/perdebatan dari 

keharamannya ketika ada perempuan di susui 

orang susu pezina maka tidak bernasab”. 

2. Al-Wasith juz 5 halaman 103. 

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak 

halal dinikahinya, tetapi perempuan dan' hasil 

zina tidak haram di nikahi bagi pezinanya karena 

anak zina terpisah dari ibunya”. 

3. Mughni Al-Muhtaj Juz 4 halaman 103. 

Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui 

bapaknya atau belum maka halal, karena 

alesannya adalah termasuk orang lain. Karena 

tidak ada penghalang anak zina dengan alasan 

mengesampingkan hukum nasab dari waris dan 

lain-lainnya, karena terhalangnya hukum warisan 

ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ada juga 

yang mengatakan anak hasil zina haram di nikahi 

secara mutlak, jika telah diketahui seseorang yang 

menzinai”. 

4. Fiqih Islam Wa'adillatuhu Juz 10 halaman 9. 

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, 

sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya 
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adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i 

maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di 

atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak 

darl ayahnya adalah sebagai berikut. 1. 

Pernikahan yang sah. 2. Pernikahan yang fasid 

(rusak). 3. Wathi' syubhah (menggauli wanita 

yang bukan istrinya tanpa sengaja). Berikut ini 

penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang 

Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang 

terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan 

pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya 

dikembalikan kepada suami wanita tersebut. 

Dalilnya hadits yang berbunyi,  “Nasab 

seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang 

tuanya yang melakukan persetubuhan dalam 

pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy dalam 

hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. 

Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal lnl harus 

sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.“ 

Syarat Pertama, sang suami termasuk orang yang 

secara adat sudah mampu menghamili istri. 

Artinya sudah baligh menurut pendapat 

Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan 

Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 

dalam penentuan usia murahiq (dewasa). Menurut 
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Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, 

namun menurut Hanabilah adalah yang sudah 

mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak 

bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, 

meskipun sang ibu melewati masa kehamilan 

lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. 

Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat 

ditentukan dari orang yang majbub mamsuh, yaitu 

orang yang alat kelaminnya putus atau tidak 

berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah 

orang yang salah satu buah pelirnya putus. 

Hukum orang seperti itu dikembalikan pada 

keputusan dokter spesialis. ]ika dokter 

mengatakan masih bisa melahirkan anak maka 

nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika 

tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya. 

Menurut Syafi‟iyyah dan Hanabilah, nasab anak 

ditetapkan bagi orang majbub yang hanya tersisa 

buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan 

kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus 

dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan 

tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada 

mamsuh, yaitu orang yang zakar dan buah 

pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, 

kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari 
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waktu nikah menurut pendapat ulama 

Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah 

nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika 

anak tersebut dilahirkan kurang dari batas 

minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka 

para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut 

tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan 

bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan 

dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui 

anak tersebut sebagai darah dagingnya. 

Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar 

nikah, atau bisa iuga karena ada akad lain, atau 

bisa juga karena akad yang fasid, atau karena 

wath‟i syubhah. Dan hal itu dilakukan karena 

kemaslahatan anaj juga untuk menutup aib. Syarat 

ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan 

kedua mempelai secara langsung setelah akad 

nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, 

namun mereka berbeda pendapat pendapat dalam 

hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud 

sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan 

biasa. Ulama Hanafiyah berkata, “tashawur dan 

imkaan al-„aqli adalah syarat. Artinya, jika secara 

akal memungkinkan suami istri untuk bertemu 

maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan 
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kepada suami, jika memang terlahir enam bulan 

setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi 

pertemuan secara hissi. Jika orang dari timur 

menikah dengan wanita dari barat, namun secara 

zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, 

lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan 

anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami 

karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan 

suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak 

biasa, misalnya dengan keramat. Keramat para 

wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang 

sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali 

langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. 

Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami 

termasuk wali yang mempunyai keramat bisa 

berpindah-pindah tempat dalam waktu yang 

sangat cepat”. 

5. Takmilatul Majmu “Ala Sarkhil Muhadab Juz 17 

halaman 410 al Maktabah Al Salafiyah. 

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka 

memerlukan bantuan seseorang dokter untuk 

menganalisa dna masingmasing pihak. Jika terjadi 

kecocokan maka pernyataan dari pendapat ahli 

(membaca nasab) ahli gen seseorang diambil. Jika 

tidak terjadi kecocokan, maka harus berani 
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sumapah lian menurut salah satu riwayat dari 

Ahmad. Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau 

orang tidak mengingkari berbuat zina maka 

hukumnya dibiarkan sampai anak tersebut dewasa 

sampai waktunya meneliti nasab. Jika terbukti 

nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak 

mau maka harus sumapah lian”.  

 

Al-Quran memberi petunjuk yang jelas mengenai 

batas minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung 

dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini duambil 

dari firman Allah: 

ۡ  ۡ  ۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

ۡ  ۡ  ۡ  ۥۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۥ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ(QS Al-Ahqof [46]: 15)

15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 

baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 
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(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya 

sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku 

dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah 

kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". 

 

ۥۡ  ۡ  ۡ  ۥۡ  ۡ  ۡ  ۡ  

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ(QS 

Luqman [31]: 15)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

 

Menurut Prof Ahmad Roflq, kedua ayat tersebut, Ibn 

Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat 

pertama menunjukan bahwa tenggang waktu mengandung dan 
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menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa 

menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempuma 

membutuhkan waktu dua tahun dua puluh empat bulan. 

Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan 24 bulan = 6 

bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir 

kurang dari enam bulan, tidak bisa di hubungkan 

kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan 

yang sah.
53

 

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. menjelaskan, hak 

perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban 

seseorang dengan orang lain. Dalam putusan pasal anak di 

luar nikah, hubungan tersebut menyangkut hak kemanusiaan 

sang anak. “Hak perdata itu dapat berupa tuntutan pada pihak 

lain seperti ganti rugi, baik yang materil maupun yang 

imateriil, pemenuhan kewajiban tertentu, santunan, perhatian, 

pembinaan, biaya hidup,” urainya di hadapan forum Seminar 

Nasional “Eksistensi Anak Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Menurut Sodiki, 

hak perdata tak sama dengan nasab. Memang karena 

hubungan nasab dalam hukum waris, seseorang dapat 
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 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), hlm. 180. 
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memperoleh hak keperdataan (warisan). Tetapi, tidak setiap 

hak perdata berupa hak waris.
54

 

Dari uaraian di atas, menurut hemat penulis bahwa 

alasan dan sumber kitab salaf yang digunakan oleh Nahdlatul 

Ulama untuk memutuskan masalah ini sudah tepat, jika hanya 

mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan 

kemsaslahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, 

namun jika di pahami lebih jauh akibat hubungan perdata 

anatara anak dengan ayah bioloagisnya yang dilahirkan di luar 

nikah, yang menurut putusaan Bathsul Masil Waqi”iyah di 

berlakukan hukum tafsil (terperinci) baik terhadap anak 

sebagai akibat hasil perzinaan, nikah siri (bawah tangan), atau 

sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak 

tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum 

lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua 

belah pihak. Karena menurut hukum yang berkaitan dengan 

hak-hak anak adalah nafkah, perwalian, nasab dan waris. 

Karena itulah penulis setuju dengan putusan 

Nahdlatul Ulama, bahwa menurut rumusan hukum fiqh anak 

yang lahir diluar nikah dalam pengertian (nikah siri). Jika 

dinikahi secara syar‟iy yakni di laksanakan sesuai dengan 

                                                           
54

http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-

hak-kemanusiaan Diakses pada tanggal 27 Juni 2019. 

http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan
http://www.nu.or.id/post/read/37896/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan
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ketentua syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, 

wali, waris dan nafkah. 

 

B. Analisis lstimbath Hukum Bathsul Masail Waqi'iyah 

Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 

November Tentang Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah  

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan 

mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu 

al-Qur‟an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar 

bermazhab mentathbiqkan (memberlakukan) secara dinamis 

nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari 

hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama 

(cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU 

dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang 

disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu 

penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang 

namanya muj'tahid. Sementara itu, istinbath dalam 

pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan 

oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat 

kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. 

Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalngan NU terutama 

dalam kerja bahtsu masa‟il-nya Syuriyah NU tidak populer 

karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU 

dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang 

oleh ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan 
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pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail 

yang artinya membahas masalah-masalah waqi‟ah (yang 

terjadi) melalui maraji’ (referensi) yaitu kutubul-fuqaha 

(kitab-kitab karya para ahli fiqih).
55

 

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang 

berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu 

identisas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena 

adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku 

di lingkungan NU. Keputusan bathsul al-masa 'il di 

lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada 

salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan 

bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: 

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh „ibarat 

kitab
56

 disana terdapat hanya satu qawl/wajh
57

, maka 

dipakailah qawl/wajah sebagaimana diterangkan dalam 

'ibarat tersebut. 

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat 

kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qawI/wajh, 

                                                           
55

http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu 
Diakses tanggal 5 juli 2019 
56

‘Ibarat Kitab adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang 

dirujukan bathsul al-masail 
57

 Yang dimaksud qawl adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang 

dimaksud wajh adalah pendapat ulama mazhab. Masyuri, Masalah 

keagamaan, hlm. 360. 

http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu
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maka dilakukan taqrir jama’i
58

,  untuk memilih salah 

satu qawl/ wajah.
59

 

Hemat penulis terhadap putusan Bathsul Masail 

Waqi”iyah Munas Alim Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 

November 2017 tentang status dan kedudukan anak yang 

lahir di luar nikah memakai metode Ilhaqi yaitu menyamakan 

hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab 

(belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan 

pendapat yang sudah jadi. 

Menurut Khatib Sholeh, bagi ulama NU cara 

bermadzhab demikian merupakan konsep pilihan dari 

berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi 

seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk 

melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi kalangan 

nahdliyin konsep bermadzhab tetap merupakan konsep 

hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan 

hukum tentang status dan hak anak di luar nikah dengan cara 

menukil/mengambil saja hukum yang sudah dirumuskan oleh 

para ulama Mazhab. Dalam hal ini sedikitnya ada tiga alasan 

                                                           
58

 Taqrir jama‟i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan 

terhadap satu diantara beberapa qawl/wajh. 
59

 Ahmad Muhtadi Ansor, Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak 

Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis, hlm. 84-85. 
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yang menjadi acuan bermazhab dalam kehidupan keagamaan 

sampai saat ini, yaitu:
60

 

1. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 43:  

 

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ(QS An-Nahl 

Nahl [16]: 43)

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui. 

 

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut 

merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum 

dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. 

Dan pada umunya para ulama ushul menjadikan ayat ini 

sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa 

bagi orang awam hendaknya bertaqlid kepada orang alim 

yang mujtahid. 

2. Bukti kesejarahan bahwa para sahabat pun tingkat 

keilmuannya berbeda dan ternyata tidak seluruh sahabat 

                                                           
60

 Kahtib Sholeh, Menyoal Efektifitas Bathsul Masail, dalam Imdadum 

Rahmat, hlm. 222. 
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mempunyai keahlian untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan ahli 

hukum di kalangan mereka terbatas dan jauh lebih sedikit 

dibanding dengan orang awam. Di samping itu para mufti 

sahabat tersebut dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu 

menyebut dalil yang dipakai. 

3. Alasan rasional. 

Abdullah Darraz sebagaimana dikutip oleh al-Buthi 

menyatakan: “Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan 

ijtihad apabila menghadapi far'iyah maka ada dua 

kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama dia tidak 

melakukan apa-apa karena tidak mengerti hukumnya, dan 

sikap demikian tidak lazim bahkan tidak boleh. Kedua, dia 

melakukansesuatu dengan mencari dalil yang menetapkan 

hukum tersebut atau dengan taqlid".  

 

Dengan demikian kita bisa menarik asumsi bahwa 

kemungkinan sikap pertama sangat jarang terjadi (kecuali 

bagi orang yang apatis dan anarkis). Untuk sikap kedua 

terdapat dua altematif. Alternatif pertama, menelusuri dan 

mencari sendiri solusi hukum bagi setiap permasalahan yang 

dihadapi, sangat sulit dibayangkan bagi orang dimaksud 

(baca: awam) dan pasti akan menyita waktu yang dapat 

mengganggu segala altifitas kesehariannya. Hal ini 

merupakan kesulitan yang tak terbayangkan dalam 

melaksanakan perintah agama. Dengan demikian alternatif 
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yang paling mungkin dan paling rasional adalah mengikuti 

madzhab (taqlid). 

Dalam rangka mengikuti madzhab sebagaimana 

tersebut di atas, juga mengingat bahwa sejak awal berdirinya, 

NU merupakan oraganisasi yang bermotif dan berlandaskan 

keagamaan yang spesifik dengan haluan Ahl-Sunnah wa al-

Jama’ah.
61

 Oleh karena itu segala sikap, perilaku dan karakter 

perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan 

prinsipajaran agama Islam yang dianut. Dalam hal ini faham 

Ahl al-sunnah wa al Jamaah, dalam terminolagi atau 

pandangan Nu (secara eksplisit) dapatdirumuskan sebagai 

pandangan yang berpegang teguh kepada tradisi pemikiran 

dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab) sebagai 

berikut: 

a. Dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran-ajaran dari 

salah satu imam Madzhab empat (Imam Hanafi, Maliki, 

                                                           
61

Ahlussunah wal Jama’ah dapat diartikan yaitu orang-orang yang 

memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek 

kehidupan berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga 

keseimbangan dan toleran. Ke-moderatan Ahlusunnah wal Jama'ah 

tercemin dalam metode pengambilan hukum (istimbath) yang tidak 

semata-mata menggunakan nash namun juga memeperhatikan posisi 

akal. Bagitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara 

wahyu dangan rasio (ar-rasy). Metode (manhaj) seperti inilah yang 

menelurkan hukum-hukum pranata sosial (baca Fikih). Baca lebih lanjut 

dalam Said Agil Siradj, Ahlussunah wal Jamaah dalam lintas sejarah, 

Yogyakarta: LKPSM, 1998, hlm 20.  
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Syafi'i dan Hambali) yang dalam praktek para kiai adalah 

penganut kuat madzhab Syaffi. 

b. Dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam 

Abu Hasan al-Asy‟ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. 

c. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam 

Abu Qasim al-Junaid.
62

 

Hemat penulis pemahaman terhadap formulasi di atas, 

terus dipertahankan hingga kini dan dikembangkan dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menjadikan NU dan 

penganutnya mampu membebaskan dirinya dari komunitas-

komunitas lalu yang tidak mengikuti pemahaman dan ajaran 

para Imam Madzhab. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis cenderung 

sependapat dengan ulama NU yang pengambilan hukum 

dengan cara bermadzhab atau dengan mengambil/menukil 

hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam 

madzhab merupakan alternatif yang dapat memberikan 

jalanbagi seseorang yang belum mencapai tingakatan 

mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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 Rozikin Damam, Membidik Nu: Dilema Percaturan Pasca Khittah, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm, 53. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian mengenai Putusan Bathsul Masail 

Waqi’iyah Munas Alim Ulama dan Konbes Nu Ntb, 23-24 

November 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan 

Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap 

Putusan  MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan 

perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan 

fiqh. Jika dinikahi secara syar’iy yakni dilaksanakan 

sesuai dengan ketentua syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 

2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU 

menggunakan metode ilhaqi yaitu menyamakan hukum 

suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab 

(belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan 

dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad 

dalam bathsul masail bukan merupakan pengertian ijtihad 

dalam pengertian usul fikih. 
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B. Saran-saran 

1. NU merupakan salah satu oraganisasi Islam terbesar di 

Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar 

pula bagi masyarakat, Untuk itu, NU melaluai Lembaga 

Bahtsul Masail diharapkan dapat meminimalisir adanya 

keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan-

aturan yang telah mengikat bagi warga di Indoneisa 

seperti Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi 

kebingungan di kalangan warga Nahdliyyin khususnya. 

2. Kepada semua warga negara masyarakat di selurauh 

Indonesia agar tidak menyia-menyiakan hasil putusan 

Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

mengenai Status anak di Luar Perkawinan dan Hasil 

Keputusan Bathsul Masail Waqi’iyah Munas Alim Ulama 

dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang 

status anak yang lahir di luar nikah.  

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah, segala piji penulis panjatkan 

kepada Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-

baiknya. Dengan penuh harapan semoga hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan dapat 

memberikan pencerahan bagi masyarakat seluruh Indonesia. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini 

memang merupakan keterbatasan dari penulis. Kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif (membangun) sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Atas 

perhatiannya diucapkan terima kasih banyak.  
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Lampiran I 

 

ISI PUTUSAN BATHSUL MASAIL WAQIIYAH 

 

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Waqi‟iyah Munas Alim 

Ulama Dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 

Tim Perumus 

1. KH. Ahmad Yasin Asmuni 

2. KH. Azizi Hasbulloh 

3. KH. Asnawi Ridlwan 

4. KH. Darul Azka 

5. KH. Ahmad Asyhar Shofwan 

6. KH. Ahmad Muthohar 

7. KH. Zainal Amin 

8. KH. M. Silahuddin 

9. KH. Fathoni Muhammad 

10. KH. Nur Salim Habibi  

 

l. STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR 

NlKAHlDAN ANAK ANGKAT  

Deskripsi :  

Anak diluar nikah, dapat diartikan sebagai anak yang 

dilahirkan seorang perempuan yang dilahirkan diluar ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Artinya, secara 

hukum, anak tersebut lahir dari hubungan zina. Dalam persoalan anak 



hasil zina, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin 

pun berhak mendapat perlindungan hukum. Asumsi MK adalah, 

hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada 

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 

keabsahan perkawinanya masih disengketakan. Oleh karena itu, MK 

mengeluarkan putusannya sebagai berikut: 

 “Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya".   

Atau anak hasil zina tersebut hanya dianggap sebagai anak 

angkat, maka pengaturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum lslam 

( KHI ). Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggungjawabnya dan orang tua asal kepada 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut 

Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan 

dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan 

adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Sebagai solusinya 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian 

“Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan 



orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :  

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi 

wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang 

tua angkatnya”.  

Pertanyaan :  

1. Apakah keputusan anak diluar nikah berdasarkan putusan MK bisa 

dibenarkan secara fiqh?  

Jawaban: 

1. Keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan dengan 

rumusan hukum fiqih. Menurut rumusan hukum fiqh anak 

yang lahir diluar nikah secara hukum positif hukumnya adalah 

tafshil ; 

a. Jika dinikahi secara syar'iy yakni dilaksankan sesuai 

dengan ketetuan syarat dan rukunnya maka berlaku 

hukum nasab, wali, waris dan nafkah. 

b. Jika tidak dinikahi secara syar'iy maka ada tafshil : 

1) Jika anak tersebut lahir pada saat ibunya belum 

dinikahi siapapun maka anak tersebut instisab kepada 

ibunya saja. 

2) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik 

oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini ada 

tafshil: 

a) Jika lahir lebih darai 6 bulan maka intisab kepada 

suami ibunya. 



b) Jika lahir kurang dari 6 bulan maka tidak bisa 

intisab kepada suami ibunya. 
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و٣َ اٌّظٕف أْ اٌجٕذ اٌّقٍٛلٗ ِٓ ِبء ىٔبٖ ٍٛاء رؾمك أٔٙب ِٓ رٕج١ٗ ػٍُ ِٓ 

ِبئٗ أَ لا رؾً ٌٗ ٤ٔٙب أعٕج١خ إم لا ؽوِخ ٌّبء اٌئب ثل١ًٌ أزفبء ٍبئو أؽىبَ 

إٌَت ِٓ إهس ٚغ١وٖ ػٕٙب فلا رجؼغ ا٤ؽىبَ وّب ٠مٛي اٌّقبٌف فإْ ِٕغ ا٦هس 

ِٓ فلاف ِٓ ؽوِٙب ٌٚٛ إعّبع وّب لبٌٗ اٌوا فؼٟ ٌٚىٓ ٠ىوٖ ٔىبؽٙب فوٚعب 

 أهػؼذ اٌّوأح ثٍجٓ اٌيأٟ طغ١وح فىجٕزٗ لبٌٗ اٌّزٌٟٛ

لٌٛٗ )ػٍُ ِٓ ولاَ اٌّظٕف( أٞ ِٓ لٌٛٗ ثبٌَٕت فإْ ثٕذ اٌئب لا رؾوَ ػ١ٍٗ 

لٌٛٗ )ِٓ ِبء ىٔٗ(  أٞ ٌٚٛ اؽزّبلا ثأْ رؼبلت ػ١ٍٙب هعلاْ ٚاؽزًّ وْٛ اٌجٕذ 

لٌٛٗ ٍٛاء أرؾمك اٌـ غ١وِٕب فٍٗ لٌٛٗ ِٓ وً ِّٕٙب ف١ؾً ٌىً ِّٕٙب ٔىبؽٙب ف١ىْٛ 

)ٍٛاء أرؾمك أٔٙب ِٓ ِبئٗ( أٞ ثأْ أفجوٖ ثنٌه ِؼظَٛ و١َلٔب ػ١ٌ ػ١ٍٗ اٌَلاَ 

لٌٛٗ )رؾً ٌٗ أٞ ؽ١ش ٌٚلرٙب ثقلاف ِب ٌٛ ٍبؽمذ اٌّوأح اٌّئٝ ثٙب ىٚعخ 

اٌيأٟ أٚ أفزٗ أٚ أِٗ أٚ ثٕزٗ ٚفوط ِبء اٌئب ِٓ اٌّوأح اٌّئٝ ثٙب ف١فوط 

ِٚٓ موو ِؼٙب ٚػٍمذ ثٗ ٌٚٚلد ثٕزب فلا رؾً ٌٗ ثً رؾوَ ػ١ٍٗ ِٓ رٍه اٌيٚعخ 

اٌغٙخ لا ِٓ عٙخ أٔٗ ِبء ىٔب ٤ْ ِبء اٌئب لا ؽوِخ ٌٗ ػٍٝ اٌيأٟ ٚاٌؼجوح 

ثبٌؾوِخ ٚػلِٙب ؽبي فوٚعٗ ػٍٝ اٌّؼزّل ػٕل َ ه ؽزٝ ٌٛ أفوعٗ ث١لٖ أٚ ث١ل 

ٌٛ أرذ ِٕٗ ثجٕذ فىبٔذ  أعٕج١خ ٚاٍزلعٍزٗ ىٚعزٗ ِٚٓ موو ِؼٙب فٙٛ لا ؽوِخ ٌٗ

ًّ ٌٗ ٌٛ ٌُ رىٓ ِٓ رٍه اٌغٙخ ٚأِب ٌٛ أفوعٗ ث١ل ىٚعزٗ أٚ أِزٗ فٙٛ ؽ١ٕئن  رؾ

ِؾزوَ فإما اٍزلفٍزٗ أعٕج١خ فؼٍمذ ثٗ ٚأرذ ثجٕذ فٟٙ ؽٕئن ِؾزوِخ ٚأِب ؽظ 

ف١شزوؽ أْ ٠ىْٛ ِؾزوِب ؽبٌخ اٌقوٚط ٚؽبٌخ الاٍزلفبي أ٠ؼبً اٖ لٌٛٗ )ٚغ١وٖ( 

ٛاى إٌظو ٌّب ػلا ِب ث١ٓ اٌَوح ٚاٌووجخ اٖ ش١قٕب لبي ع ُ أٞ وغٛاى اٌقٍٛح ٚع

ػٍٝ َ ه فٍٛ ٚؽٝء وبهح ثبٌئب فًٙ ٠ٍؾك اٌٌٛل اٌٍَُّ فٟ ا٦ٍلاَ أٚ ٠ٍؾك اٌىب 

ي ٚاػّل َ ه رجؼب ٌٛاٌلٖ اٌضبٟٔ وّب طوّػ ثٗ  ّٚ فوح؟ م٘ت اثٓ ؽيَ ٚغ١وٖ إٌٝ ا٤



ؽ١ٕفخ فإٔٗ ٠مٛي إْ اٌجٕذ فٟ ثبة اٌٍم١ؾ اٖ لٌٛٗ )وّب ٠مٛي اٌّقب ٌف( ٚ٘ٛ أثٛ 

اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ لا رؾً ٌٗ ٚ ِغ مٌه لبي لا روصٗ فىٛٔٙب لا رؾً ٌٗ ف١ٗ إصجبرب 

ٌّؾو١ِخ ٌٙب ٚوٛٔٙب لا روصٗ ف١ٗ إٌؾبلٙب ثب٤عبٔت فف١ٗ رجؼ١غ ا٤ؽىبَ ش١قٕب لٌٛٗ 

ً )ٌٚىٓ ٠ىوٖ اٌـ(لا ٠قفٝ أْ ووا٘خ ٔىبػ ثٕذ اٌئب لا ٠زم١ل ثظب ؽت اٌّبء ثً و

شقض ٠ىوٖ ٌٗ ٔىبؽٙب فّب ٚعٗ ٘نا اٌزم١١ل ٕ٘ب اٖ ؿ ع لٌٛٗ )فىجٕزٗ( أٞ اٌزٟ ِٓ 

اٌئب فٟٙ وب٤عٕج١بد أٚ اٌؼ١ّو ٌٍئب أٞ فٟ ؽً ٌٗ ٔىبؽٙب ٚوبْ ا٤ٌٚٝ أْ ٠مٛي 

فىب ٌجٕذ اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ اٌّورؼؼخ ثٍجٓ ىٔبٖ ٚػجبهح ً َ ٚوب ٌّقٍٛلخ ِٓ 

ٛلخ ِٓ ِبء ىٔبٖ اٌّو رؼؼخ ثٍجٓ ىٔبٖ اٖ ٚ ػجبهح ِبء ىٔبٖ ٚػجبهح ً َ ٚوب ٌّقٍ

شوػ اٌوٚع فىجٕزٙب فب٦ػبفخ فٟ لٌٛٗ فىجٕزٗ ٤كٔٝ ِلاثَخ أٞ رؼٍك ٤ٔٙب ِّب 

 رغٕبٖ

“Seseorang yang di hasilkan dari hasil zina, baik secara 

nyata diketahui atau tidak, maka tidak halal baginya karena 

dia merupakan orang lain. Alasannya tidak ada 

penghormatan bagi para pezina dengan dalil tidak berlaku 

juga hukum nasab dari waris dan lain lainnya. Maka hukum 

ini tidak bisa diambil separo, tidak halal dinikahi, 

terputusnya waris karena ijma sebagaimana menurut Imam 

Rofl akan tetapi dimakruhkan menikahinya. Keluar dari 

khilaf/perdebatan dari keharamannya ketika ada perempuan 

di susui orang susu pezina maka tidak bernasab”. 

 

701ص    5اٌٍٛزؾ ط  .2  

فوع إما ٌٚلد ِٓ اٌئب ٌُ ٠ؾً ٌٙب ٔىبػ ٌٚٚل٘ب ٚاٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء اٌئب لا ٠ؾوَ  

ٔه ؽٙب ػٍٝ اٌيأٟ ٤ٔٙب رٕفظً ػٓ ا٤َ ٟٚ٘ إَٔبْ ٚثؼغ ِٕٙب ٚرٕفظً ػٓ 



اٌفؾً ٚ٘ٛ ٔطفخ فؼٍخ رؾو٠ّٗ إٌَت اٌشوػٟ ٚلل أزفٝ ٌٚٛ وبْ ثؼؼب ؽم١م١ب ِٕٗ 

 ٌّب أؼمل ٌٚل اٌؾو هل١مب فٝ ِٕىوؽخ هل١مخ وّب لا رٍل اٌؾوح هل١مب ِٓ ىٚط هل١ك

“Jika ada anak perempuan hasil zina maka tidak halal 

dinikahinya, tetapi perempuan dan' hasil zina tidak haram di 

nikahi bagi pezinanya karena anak zina terpisah dari 

ibunya”. 
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)ٚ( اٌضبٟٔ )اٌجٕبد( عّغ ثٕذ )ٚ( ػبثطٙب ٘ٛ )وً ِٓ ٌٚلرٙب(فجٕزه ؽم١مخ )أٚ 

وبْ أٚ أٔضٝ وجٕذ اثٓ ٚإْ ٔيي ٚثٕذ ثٕذ ٚإْ ٔيٌذ ٌٚلد ِٓ ٌٚل٘ب( مووا 

)ِغبىا ٚإْ ٍئذ لٍذ وً أٔضٝ ٠ٕزٟٙ إ١ٌه َٔجٙب ثبٌٛلاكح ثٛاٍطخ أٚ ثغ١و٘ب ٌّٚب 

وبٔذ اٌّقٍٛلخ ِٓ ِبء اٌئب لل ٠زُٛ٘ أٔٙب ثٕذ اٌيأٟ فزؾوَ ػ١ٍٗ كفغ ٘نا اٌزُٛ٘ 

ب ِطب ٚػخ أَ لا ثمٌٛٗ )لٍذ ٚاٌّقٍٛلخ ِٓ( ِبء )ىٔبٖ( ٍٛاء أوبٔذ اٌّئٟ ثٙ

ٍٛاء رؾمك أٔٙب ِٓ ِبئٗ أَ لا )رؾً ٌٗ( ٤ٔٙب أعٕج١خ ػٕٗ إم لا ؽوِخ ٌّبء اٌئب 

ثل١ًٌ أزفبء ٍبئو إؽىبَ إٌَت ِٓ إهس ٚغ١وٖ ػٕٙب فلا رزجؼغ ا٤ؽىبَ وّب ٠مٛي 

ثٗ اٌقظُ فإْ ِٕغ ا٦هس ثإعّبع وّب لبٌٗ اٌوافؼٟ ٚل١ً رؾوَ ػ١ٍٗ ِطٍمب ٚل١ً 

مك أٔٙب ِٓ ِبئٗ ثأْ أفجوٖ ثنٌه ٔجٟ وأْ ٠ىْٛ فٟ ىِٓ ػ١َٝ رؾوَ ػ١ٍٗ إْ رؾ

طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚػٍٝ ا٤ٚي ٠ىوٖ ٔىبؽٙب ٚافزٍف فٟ اٌّؼٕٝ اٌّمزؼٟ 

ٌٍىوا٘خ فم١ً ٌٍقوٚط ِٓ اٌقلاف لبي اٌَجىٟ ٚ٘ٛ اٌظؾ١ؼ ٚل١ً لاؽزّبي وٛٔٙب 

ٌٚٛ  ِٕٗ فإْ ر١مٓ أٔٙب ِٕٗ ؽوِذ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ افز١به عّبػذ ُِٕٙ اٌو٠ٚبٟٔ

أهػؼذ اٌّوأح ثٍجٓ اٌيأٟ طغ١وح فىجزٗ لبٌٗ اٌّزٌٟٛ )٠ٚؾوَ ػٍٝ اٌّوأح( ٚػٍٝ 

ٍبئو ِؾبهِٙب )ٌٚل٘ب ِٓ ىٔب ٚالله أػٍُ( ثب٦عّبع وُ أعّؼٛا ػٍٝ أٔٗ ٠وصٙب 

ٚاٌفوق أْ الاثٓ وبٌؼؼٛ ِٕٙب ٚأفظً ِٕٙب إَٔبٔب ٚلا ونٌه إٌطفخ اٌزٟ فٍمذ 

 ِٕٙب اٌجٕذ ثبٌَٕجخ ٥ٌة



Anak dari hasil zina, apakah telah diketahui bapaknya atau 

belum maka halal, karena alesannya adalah termasuk orang 

lain. Karena tidak ada penghalang anak zina dengan alasan 

mengesampingkan hukum nasab dari waris dan lain-lainnya, 

karena terhalangnya hukum warisan ini telah menjadi 

kesepakatan ulama. Ada juga yang mengatakan anak hasil 

zina haram di nikahi secara mutlak, jika telah diketahui 

seseorang yang menzinai”. 
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أٍجبة صجٛد إٌَت ِٓ ا٤ة ٍجت صجٛد َٔت اٌٌٛل ِٓ أِٗ ٘ٛ اٌٛلاكح شو ػ١خ 

اٌيٚاط  -7وبٔذ أَ غ١و شو ػ١خ وّب للِٕب ٚأِب أٍجت صجٛد إٌَت ِٓ ا٤ة فٟٙ 

اٌٛ ؽءثشجٙخ ٚٔج١ٓ وً ٍجت ػٍٝ ؽلح ف١ّب ٠أرٟ  -1اٌيٚاط اٌفبٍل  -2اٌظؾ١ؼ 

اٌنٞ رأرٟ ثٗ اٌّوأح اٌزيٚعخ  أ٤ٚ. اٌيٚاط اٌظؾ١ؼ ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ أْ اٌٌٛل

ىٚاعأ طؾ١ؾأ ٠َٕت إٌٝ ىٚعٙب ٌٍؾل٠ش اٌّزملَ >اٌٌٛل ٌٍفواُ< ٚاٌّواك 

ثبٌفواُ اٌّوأح اٌزٟ ٠َزفوشٙب اٌوعً ٠َٚزّزغ ثٙب ٚمٌه ثبٌشوٚؽ ا٢ر١خ 

اٌشوؽب٤ٚي. أْ ٠ىْٛ اٌيٚط ِّٓ ٠زظٛه ِٕٗ اٌؾًّ ػلح ثأْ ٠ىْٛ  ثبٌغبً فٟ 

ضٍٗ فٟ هأٞ اٌؾٕف١خ ٚاٌؾٕبثٍخ اٌّوا٘ك ٚ٘ٛ ػٕل اٌؾٕف١خ هأٞ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ ِٚ

ِٓ ثٍغ اصٕزٟ ػشوح ٍٕخ ٚػٕل اٌؾٕبثٍخ ِٓ ثٍغ ػشو ٍٕٛاد فلا ٠ضجذ إٌَت ِٓ 

اٌظغ١و غ١و اٌجبٌغ ؽزٝ ٌٚٛ ٌٚلرٗ أِٗ ٤وضو ِٓ ٍزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ ػمل اٌيٚاط 

لطغ ػؼٖٛ  ٚلا ٠ضجذ إٌَت فٟ هأٞ اٌّبٌى١خ ِٓ اٌّغجٛة اٌَّّٛػ ٚ٘ٛ اٌنٞ

اٌزٕبٍٍٟ ٚأٔض١بٖ أِباٌقظٟ ٚ٘ٛ ِٓ لطؼذ أاٌيٚاط ٚلا ٠ضجذ إٌَت فٟ هأٞ 

اٌّبٌى١خ ِٓ اٌّغجٛة اٌَّّٛػ ٚ٘ٛ اٌنٞ لطغ ػؼٖٛ اٌزٕبٍٍٟ ٚأٔض١ب٘أِب اٌقظٟ 

ٚ٘ٛ ِٓ لطؼذ أٔض١بٖ أٚ ا١ٌَوٜ فمؾ ف١وعغ فٟ شأٔٗ ٥ٌؽجبء اٌّقزظ١ٓ فإْ لبٌٛا 

لا٠ٌٛل ٌٗ ٠ضجذ إٌَت ِٕٗ ٠ٚضجذ إٌَت فٟ هأٞ ٠ٌٛل ٌٗ صجذ إٌَت ِٕٗ ٚإْ لبٌٛا 



اٌشب فؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ِٓ اٌّغجٛة اٌنٞ ثمٟ أٔض١بٖ فمؾ ِٚٓ اٌقظٟ اٌنٞ ٍٍذّ 

فظ١زبٖ ٚثمٟ مووٖ ٚلا ٠ضجذ ِٓ اٌَّّٛػ اٌّمطٛع ع١ّغ مووٖ  ٚأٔض١١ٗ اٌشوؽ 

ىبْ اٌضبٟٔ . أْ ٠ٍل اٌٌٛل ثؼل ٍزخ أشٙو ِٓ ٚلذ اٌيٚاط فٟ هأٞ اٌؾٕف١خ ٚ ِٓ إِ

اٌٛؽء ثؼل اٌيٚاط فٟ هأٞ اٌغّٙٛه فأْ ٌٚل ٤لً ِٓ اٌؾل ا٤كٔٝ ٌّلح اٌؾًّ 

ٟٚ٘ ٍزذ أشٙو لا ٠ضجذ َٔجٗ ِٓ اٌيٚط ارفبقً ٚوبْ ك١ٌلاً ػٍٝ أْ اٌؾًّ ٖ ؽلس 

لجً اٌيٚاط إلا إما اكػبٖ اٌيٚط ٠ٚؾًّ اكػبؤٖ ػٍٝ أْ اٌّوأحؽٍّذ ثٗ لجً اٌؼمل 

ٕبء ػٍٝ ػمل فبٍل أٚ ٚؽء ثشجٙخ ِواػبح ػ١ٍٙب إِب ثٕبء ػٍٝ ػمل آفو ٚإِب ث

ٌّظٍؾذ اٌٌٛل ٍٚزواً ٥ٌػواع ثمله ا٦ِىبْ. اٌشوؽ اٌضبٌش. إِىبْ رلال١ب 

اٌيٚع١ٓ ثؼل اٌؼمل: ٚ٘نا شوؽ ِزفك ػ١ٍٗ ٚإّٔب اٌقلاف فٟ اٌّواك ثٗ أ٘ٛ ا٦ِىبْ 

ٚاٌزظٛه اٌؼمٍٟ أٚ ا٦ِىبْ اٌفؼٍٟ ٚاٌؼبكٞ؟ لبي اٌؾٕف١١خ اٌك أْ اٌزظٛه 

ىبْ اٌؼمٍٟ شوؽ فّزٝ أِىٓ اٌزمبء اٌيٚع١ٓ ػملاً صجذ َٔت اٌٌٛل ِٓ اٌيٚط ٚا٦ِ

إْ ٌٚلرٗ اٌيٚعخ ٌَزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ اٌؼمل ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ضجذ اٌزلالٟ ؽَبً فٍٛ 

ريٚط ِشولٟ ِغوث١خ ٌُٚ ٠ٍزم١ب فٟ اٌظٙو ِلح ٍٕخ فٌٛلد ٌٚلاً ٌَزخ أشٙو ِٓ 

ٓ ثبة اٌىواِخ ٚوواِبد ا١ٌٚ٤بء ربه٠ـ اٌيٚاط صجذ إٌَت لا ؽزّبي رلال١ّٙب ِ

ؽك لزظٙو اٌىواِخ ثمطغ اٌَّبفخ اٌجؼ١لح فٟ اٌّلح اٌم١ٍٍخ ٠ٚىْٛ اٌيٚط ِٓ أً٘ 

 اٌقطٛح اٌن٠ٓ رطٜٛ ٌُٙ اٌَّبفبد اٌجؼ١لح

“Sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah, sebab 

penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan 

kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak 

darl ayahnya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan yang sah. 

2. Pernikahan yang fasid (rusak). 3. Wathi' syubhah 

(menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja). 

Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 1. Parikahan yang 

Sah :Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim 



seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, 

nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. 

Dalilnya hadits yang berbunyi,  “Nasab seorang anak 

itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan 

persetubuhan dalam pernikahan yang sah." Maksud kata flrasy 

dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan 

tetapi, penentuan nasab dalam hal lnl harus sesuai dengan 

syarat-syarat sebagai berikut.“ Syarat Pertama, sang suami 

termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili 

istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, 

Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka 

berbeda pendapat dalam penentuan usia murahiq (dewasa). 

Menurut Hanafiyyah, murahiq itu usia dua belas tahun, namun 

menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh 

tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil 

yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa 

kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. 

Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari 

orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang alat 

kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang 

dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. 

Hukum orang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter 

spesialis. ]ika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak 

maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, 

nasab anak tidak diikutkan kepadanya. Menurut Syafi'iyyah 



dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang majbub 

yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga 

diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan 

hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak 

tidak diberikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar dan 

buah pelirnya putus sama sekali. Syarat kedua, kelahiran anak 

terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat 

ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah 

menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut 

dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu 

enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak 

tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan 

bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, 

kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah 

dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar 

nikah, atau bisa iuga karena ada akad lain, atau bisa juga 

karena akad yang fasid, atau karena wath‟i syubhah. Dan hal 

itu dilakukan karena kemaslahatan anaj juga untuk menutup 

aib. Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan 

kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para 

ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda 

pendapat pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah 

yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan 

biasa. Ulama Hanafiyah berkata, “tashawur dan imkaan al-

„aqli adalah syarat. Artinya, jika secara akal memungkinkan 



suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan 

diikutkan kepada suami, jika memang terlahir enam bulan 

setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara 

hissi. Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, 

namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu 

tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan 

anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih 

ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun 

dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat. 

Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang 

sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan 

dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika 

memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat 

bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat 

cepat”. 

 

 

اٌّىزجخ اٌٍَف١خ 470ص 71رىٍّخ اٌّغّٛع ػٍٝ شوػ اٌّٙنة /ط .5  

ٚإْ اكػٝ اٌيٚط أٔٗ ِٓ اٌٛاؽئ فمً ثؼغ أً٘ اٌٍؼٍُ ٠ؼوع ػٍٝ اٌمبفخ ِؼّٙب 

ف١ٍؾك ثّٓ أٌؾمزٗ ِّٕٙب فإْ أٌؾمزٗ ثبٌيٚط ٌؾك ٌُٚ ٠ٍّه ٔف١ٗ ثبٌٍؼبْ ٚ٘ٛ أطؼ 

ت اٌشوػٟ فٟ رؾ١ًٍ فظبئً كَ اٌوٚا٠ز١ٓ ػٓ أؽّل ٌٚٓ أٔٗ ٠ٍّه الاٍزؼبٔخ ثبٌط

وً ِٓ اٌوع١ٍٓ ٚا٤َ فإْ رشبرٙذ فظبئً اٌلَ ػّٕٙب أفن ثبٌمبفخ ٚإْ افزٍفذ فإْ 

وبْ أؽلّ٘ب )أ( ٚا٢فو)ة( ٚا٤َ )ٚ( فإْ عبء اٌٌٛل )ٚ( هعؼٕب إٌٝ اٌمبفخ ٚإْ 

عبء )أ( وبْ ٌّٓ فظ١ٍزٗ )أ( ٚإْ عبء )ة( وبْ ونٌه ٚإْ عبء )أة( هعؼٕب إٌٝ 

ؾزًّ أْ ٠ٍؾك اٌيٚط ٤ْ اٌفواُ كلاٌزٗ ألٜٛ  فٙٛ ِوعؼ ٤ؽل اٌمبفخ ٠ٚ



الاؽزّب١ٌٓ ف١ٍؾك ثبٌيٚط ٠ّٚىٓ أْ ٠ٍؾك ثّٙب ٌُٚ ٠ٍّه اٌٛاؽئ ٔف١ٗ ػٓ ٔفَٗ 

ٌٍٚيٚط أْ ٠ٕف١ٗ ثبٌٍؼبْ ٚ٘نا إؽلٜ اٌوٚا٠ز١ٓ ػٓ أؽّل ٚإْ ٌُ رٛعل اٌمبفخ أٚ 

رون إٌٝ أْ ٠ىجو إٌٝ أٔىو اٌٛاؽئ اٌٛؽء أٚ اشزجٗ ػٍٝ اٌطت اٌشوػٟ أٚ اٌمبفخ 

 ٚلذ الأزَبة فإْ أزَت إٌٝ اٌيٚط ٚاإلا ٔفبٖ ثبٌٍؼبْ 

“Jika ada seseorang mengaku berzina maka memerlukan 

bantuan seseorang dokter untuk menganalisa dna 

masingmasing pihak. Jika terjadi kecocokan maka 

pernyataan dari pendapat ahli (membaca nasab) ahli gen 

seseorang diambil. Jika tidak terjadi kecocokan, maka harus 

berani sumapah lian menurut salah satu riwayat dari Ahmad. 

Jika tidak ada ahli (membaca nasab) atau orang tidak 

mengingkari berbuat zina maka hukumnya dibiarkan sampai 

anak tersebut dewasa sampai waktunya meneliti nasab. Jika 

terbukti nasabnya maka hanya kepada laki-laki, jika tidak 

mau maka harus sumapah lian”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  II 

  DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Fikri Ghufroni 

Tempat, Tanggal lahir  : Kebumen, 20 Mei 1997 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Nomor HP   : 085740060001 

Email    : mikirfik@gmail.com 

Alamat  : Desa Petanahan Rt/Rw 02/02 

Kecamatan Petanahan Kabupaten 

Kebumen 

Riwayat Pendidikan  :  

a. SD Negeri 3 Petanahan, Lulus Tahun 2009. 

b. MTS Negeri 1 Klirong, Lulus Tahun 2012. 

c. MAN 1 KEBUMEN, Lulus Tahun 2015. 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya 

untuk digunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

   Semarang, 22 JULI 2019 

   Hormat saya,  

 

   Fikri Ghufroni  

   NIM. 1502016030 
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